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ABSTRAK 

 

 

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI 

SECARA ONLINE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD) 

 

 

Oleh 

 

SEPTI IMANIA 

 

 

Metode pembayaran Cash on Delivery (COD) semakin sering digunakan  dalam 

transaksi jual beli online karena kemudahan dan pengurangan risiko pembayaran 

di muka. Namun, penjual harus bertanggung jawab atas pengiriman barang yang 

tepat waktu dan sesuai deskripsi untuk menjaga kepercayaan pembeli. Tetapi pada 

kenyataannya sering sekali terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan 

oleh pembeli dan barang yang sampai, sehingga mengakibatkan kerugikan bagi 

pihak pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab 

penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli menggunakan 

sistem cash on delivery (COD), serta akibat hukum apabila pembeli secara 

sepihak membatalkan atau menolak menerima pesanan dengan sistem cash on 

delivery (COD). 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan tipe deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan 

Analisis Konsep Hukum. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan 

studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan tersebut dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab 

penjual dalam jual beli online apabila terjadi kesalahan dalam melakukan 

pengiriman, maka penjual harus mengirimkan ulang barang yang sesuai dengan 

pesanan atau melakukan mengembalikan uang kepada pembeli. Akibat hukum 

apabila pembeli melakukan pembatalan pembelian secara sepihak maka sistem 

akan memblokir akun pembeli tersebut sehingga tidak bisa lagi digunakan.  

 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Jual Beli, COD. 
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ABSTRACT  

 

 

SELLER'S RESPONSIBILITY IN ONLINE SALE AND PURCHASE 

AGREEMENT WITH CASH ON DELIVERY (COD) METHOD 

 

 

By 

 

SEPTI IMANIA 

 

 

The Cash on Delivery (COD) payment method is increasingly used in online 

buying and selling transactions due to its convenience and reduced risk of 

prepayment. However, the seller must be responsible for the timely delivery of 

goods and according to the description to maintain the buyer's trust. But in 

reality, there are often discrepancies between the goods ordered by the buyer and 

the goods that arrive, resulting in a loss for the buyer. This research aims to find 

out the form of the seller's responsibility for goods purchased by consumers that 

are not in accordance with the cash on delivery (COD) system, as well as the 

legal consequences if the buyer unilaterally cancels or refuses to accept orders 

with the cash on delivery (COD) system. 

This research uses a normative approach with a descriptive type. The problem 

approach used is the Legislation-Analysis of Legal Concepts approach. The data 

used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal 

materials. Data collection is done by literature study. The data collected was 

analyzed qualitatively. 

The results of the research and discussion show that the form of seller 

responsibility in online buying and selling if there is an error in making a 

delivery, the seller must compensate or refund the money to the buyer. The legal 

consequences if the buyer cancels the purchase unilaterally, the system will block 

the buyer's account so that it can no longer be used. 

 

Keywords: Responsibility, Sale and Purchase, COD. 
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MOTTO 

 

 

 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang di takdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku.” 

(Umar bin Khattab) 

 

“Kewajiban berusaha adalah milik kita, hasil adalah milik Allah.” 

(Cut Nyak Dien)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam e$ra digital saat ini, pe$rjanjian jual be$li online$ de$ngan me$tode$ Cash on 

De $live$ry (COD) se $makin banyak disukai ole$h masyarakat, kare$na me$mbe $rikan 

ke $mudahan bagi pe$mbe$li untuk me$lakukan transaksi tanpa risiko pe$mbayaran di 

muka. Namun, me$tode$ ini juga me$nuntut pe $njual untuk me$miliki tanggung jawab 

yang je$las dan te$rukur. Tanggung jawab pe $njual dalam transaksi COD me $ncakup 

pe $ngiriman barang yang te$pat waktu dan se $suai de $ngan de $skripsi produk, se $rta 

me$mastikan kualitas barang yang dite$rima ole$h pe $mbe$li. Pe $rdagangan e$le$ktronik 

(e $-comme $rce$) te$lah me$ngubah cara masyarakat dalam me$lakukan transaksi jual 

be $li. Salah satu be$ntuk transaksi yang umum saat ini adalah pe$rjanjian jual be$li 

online$, yang mana konsume$n dan pe $njual dapat me$lakukan transaksi tanpa harus 

be $rte$mu langsung. Salah satu me$tode $ pe$mbayaran yang banyak digunakan dalam 

e $-comme $rce$ adalah cash on de$live$ry (COD) atau pe$mbayaran di te$mpat. Me$tode $ 

ini me$mbe $rikan ke$untungan bagi pe$mbe $li kare$na me$mungkinkan me$re$ka untuk 

me$me $riksa barang se$be $lum me$lakukan pe$mbayaran.1 

 

Namun, me$tode$ ini juga dapat me$nimbulkan masalah, te$rutama te$rkait de$ngan 

tanggung jawab pe$njual. Pe$njual tidak hanya harus me$nye $diakan barang yang 

se $suai de $ngan de$skripsi, te $tapi juga harus me $mastikan bahwa prose $s pe $ngiriman 

dilakukan de$ngan baik. Hal ini pe$nting untuk me$njaga ke$pe$rcayaan pe$mbe$li dan 

re $putasi bisnis pe$njual. Akan te$tapi pada ke $nyataan yang ada para pe$njual masih 

ada yang lalai dalam me$ngirimkan barang yang di be $li ole$h pe $mbe $li tidak se$suai 

 
1 Chandra Israel Palar Sinaulan dkk, “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak 

Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash on delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata”, 

fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, (Lex Privatum Vol.XI/No.5/Jun/2023) Hlm 2. 



2 
 

 

de $ngan apa yang kita inginkan atau me $nye$babkan suatu ke$rugian bagi para 

pe $mbe$li.2 

 

Pada Pasal 1458 KUHPe $rdata me$nyatakan bahwa jual be$li dianggap sah apabila 

ke $dua be$lah pihak te$lah me$ncapai kata se$pakat te$ntang barang dan harga, 

walaupun harga itu be$lum dibayar dan barang itu be$lum dise$rahkan ke$pada 

pe $mbe$li. Dalam jual be$li online$ kata se$pakat te$rjadi pada saat pe$mbe$li me$ne $kan 

tombol “buat pe$sanan” atau “che$k out” yang be $rarti pe$mbe$li se $tuju me$mbe$li 

barang dari pe$njual dan harga yang te$lah dite$ntukan. Maka saat itulah te$rjadi 

ke $se $pakatan anatara pe$mbe$li dan pe $njual, dimana para pe$njual me$miliki 

ke $wajiban untuk me$ngirimkan barang se $suai de $ngan apa yang dipe$san ole $h 

pe $mbe$li. Se$te $lah be$be$rapa hari prose$s pe $ngiriman, ke$tika barang sudah sampai ke$ 

alamat pe$mbe$li, maka pe$mbe$li harus me $mbayarmya se$suai de$ngan harga yang 

te$lah dise$pakati de$ngan siste $m pe$mbayaran cash on de $live$ry (COD). 

 

Se $pe $rti contoh yang pe$rnah te$rjadi, pada bulan Mare$t 2023 lalu di Kampung Baru 

Jalan Ke$ncana GG Sawah Baru di Bandar Lampung, te$rjadi pe$ristiwa dimana 

se $orang pe $mbe$li me$mbe$li se $buah barang me $lalui online$ de $ngan me$tode$ cash on 

de $live$ry (COD), ke $tika pe $sanannya sampai di te$mpat tujuan, pe$mbe $li te$rse$but 

me$mbuka pe$sanannya se$be $lum me$lakukan pe $mbayaran ke$pada se$orang kurir yang 

be $rtugas untuk me$ngatarkan se$buah barang te$rse $but. Pada saat pe$mbe $li itu 

me$mbuka pe$sanannya te$rnyata tidak se$suai de$ngan ia harapakan yaitu pe$sanannya 

be $rupa Sandal Kulit warna Hitam ukuran 40 tapi pada ke$nyataannya yang datang 

tidaklah se$suai yaitu be$rupa Sandal Kulit Coklat Ukuran 37. Se$hingga pe$mbe $li 

te$rse $but me $nolak untuk me$mbayar pe$sanannya ke$pada se $orang kurir yang te$lah 

me$ngantarkan pake$t itu. Dan kurir itu me$nje $laskan jika pe$mbe $li ingin 

me$mbatalkan pe$sanannya harus se $suai de $ngan prose $dur yang te$lah di buat ole$h 

para pe$laku usaha online$ dan pe $mbe$li diwajibkan me$mbayar se $jumlah uang yang 

te$lah dise$pakati dalam siste$m COD. Jika pe $njual me$nye$tujui pe$mbatalan pe$sanan 

itu de$ngan bukti be$rupa vide$o unboxing maka pihak pe$njual akan me$nge $mbalikan 

uang te$rse $but. Produk yang dike$nalkan me$lalui gambar foto yang di posting 

 
2 Enni Soerja Priowirjanto, “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya Di 

Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-konsumen” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 

(Vol.1/No.2/2014) Hlm. 53 
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se $ringkali be$rbe $da de$ngan aslinya se$hingga barang yang dipe$san dite$rima tidak 

se $suai de$ngan apa yang dipe$san. Harusnya bagi para pihak wajib me$laksanakan 

tanggung jawabnya se$suai de$ngan pe $rjanjian yang te$lah dise$pakati se$be $lumnya. 

  

Dan contoh kasus lainnya yaitu ada se$orang ibu di surabaya yang me$me$san pake$t 

de $ngan siste$m cash on de $live$ry (COD). Pada saat kurir yang be $rtugas 

me$ngantarkan pake$t te$lah sampai ke$ alamat tujuan dan be$rte$mu de$ngan ibu yang 

pe $san pake$t online$ te $rse $but te$tapi ibu ini tidak mau me$ne$rima atau me$nolak pake$t 

yang te$lah di pe$san se $be$lumnya de$ngan alasan uangnya be$lum ada dan me$marahi 

kurir te$rse $but. Te$tapi pada se$harusnya pe$mbe$li sudah me$nyiapkan se$jumlah uang 

yang te$lah dise$pakati se$be$lum kurir me$ngantarkan barang ke$ alamat tujuan kare$na 

te$lah me$nye$tujui me$tode$ pe$mbayarannya cash on de$live$ry (COD). Dalam 

transaksi jual be$li online$ se $be $lum pake$t di kirim ke$ alamat tujuan, pe$mbe$li dibe$ri 

pe $tunjuk me$lalui de$skripsi yang te$lah di se $diakan jika pe$mbe$li se$tuju dan ingin 

me$lanjutkan pe$mbe$lian itu maka bisa klik “buat pe$sanan” lalu bisa pilih me$tode $ 

pe $mbayaran be$rupa cash on de $live$ry (COD), transfe $r bank, kartu kre$dit, virtual 

account, cicilan tanpa kartu kre$dit (paylatte $r) dan je$nis pe$mbayaran lainnya.3 

 

Hal ini te$ntunya sangat be$rkaitan pada Pasal 1338 KUHPe $rdata kare$na se$cara 

langsung juga me$ngatur te$ntang pe$mbatalan pe$rjanjian. Pasal 1338 me$nyatakan 

bahwa: “Se$mua pe$rjanjian yang dibuat se$cara sah be$rlaku se$bagai undang-undang 

bagi me$re $ka yang me$mbuatnya”. Bahwa pe$rse $tujuan itu tidak dapat ditarik 

ke $mbali, ke$cuali de$ngan ke$se $pakatan ke $dua be$lah pihak, atau kare$na alasan-

alasan yang yang dite$ntukan ole$h undang-undang. Se $lain itu juga, pe$rse $tujuan 

harus dilakukan de$ngan itikad baik, yang be$rarti bahwa ke$jujuran harus be$rjalan 

dalam hati sanubari manusia. Pe$mbatalan transaksi de$ngan me $tode$ pe $mbayaran 

Cash On De $live$ry (COD) antara para pihak yang te $rikat, kare$na be $rdasarkan Pasal 

1338 KUH Pe $rdata se $luruh pihak yang te$rkait me$miliki ke$be$basan dalam 

me$ne $ntukan hak dan ke$wajibannya. 

 

 
3 https://vt.tiktok.com/ZS6G5fFkd/, https://vt.tiktok.com/ZS6vXJJcC/  Diakses Pada 20 

Januari 2025. Pukul 20.35 WIB 

https://vt.tiktok.com/ZS6G5fFkd/
https://vt.tiktok.com/ZS6vXJJcC/
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Pada Pasal 1320 KUHPe $rdata juga be$rpe $ran se$bagai dasar pe$ngaturan untuk 

me$ngakui ke$absahan pe$rjanjian dalam siste$m cash on de $live$ry (COD) antara 

pe $mbe$li dan pe$njual. Untuk se$buah pe $rjanjian dalam siste$m cash on de $live$ry 

(COD) dianggap sah, harus me$matuhi ke $e$mpat syarat sahnya suatu pe$rjanjian 

yang dite$tapkan dalam hukum. Dalam ke $se $pakatan jual be$li se$cara online$, jika 

ke $e$mpat syarat sahnya pe$rjanjian te$lah te $rpe$nuhi, maka te$rbe$ntuklah pe$rikatan 

antara pe$mbe$li dan pe$njual. Te$rjadinya pe $rikatan ini akan me$nciptakan kaitan 

hukum antara pihak yang te$rlibat, yang pada gilirannya akan be$rakibat timbulnya 

hak dan ke$wajiban bagi masing-masing pihak. De $mikian, Pasal 1320 KUH 

Pe $rdata me$njadi acuan hukum yang re$le$van dalam me$ngatur ke$absahan pe $rjanjian 

jual be$li dalam siste $m cash on de $live$ry (COD). Ke $e $mpat syarat sahnya pe$rjanjian 

yang pe$rlu dipe$nuhi yaitu;  

1. Kata se $pakat yang me$ngikat ke$dua be $lah pihak yang me$ngikat diri dalam 

pe $rjanjian. 

2. Ke $cakapan untuk me$ngadakan pe$rikatan. 

3. Adanya suatu hal te$rte$ntu. 

4. Adanya se $bab yang dipe$rbole$hkan atau halal.4 

 

Ke $e $mpat syarat te$rse $but akan me$ne$ntukan validitas pe$rjanjian dan me$mbe$rikan 

dasar hukum untuk me$lindungi hak dan ke$wajiban pe$mbe$li dan pe$njual. 

Be $rdasarkan uraian latar be$lakang yang te $lah dike$mukan diatas, se$hingga pe$nulis 

te$rtarik untuk me$ngkaji dan me$lakukan pe $ne$litian le$bih dalam te$ntang tanggung 

jawab pe$laku usaha online$ dan akan me$nuangkan dalam be$ntuk skripsi de $ngan 

judul “Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online 

dengan Metode Cash on Delivery (COD)”. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian. Jakarta: Prenada Media. 2019. Hlm 15 
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1.2 Rumusan Masalah 

Be $rdasarkan latar be$lakang yang te$lah dike $mukan diatas, maka dapat me$rumuskan 

pokok pe $rmasalahan dalam be$ntuk pe$rtanyaan se$bagai be$rikut: 

1. Bagaimana be$ntuk tanggung jawab pe$njual te$rhadap barang yang tidak se$suai 

de $ngan pe$sanan pe$mbe$li me$nggunakan siste$m cash on de $live$ry (COD)? 

2. Apa akibat hukum apabila pe$mbe$li se$cara se $pihak me$mbatalkan atau me$nolak 

me$ne $rima pe$sanan de$ngan siste$m cash on de $live$ry (COD)? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup dalam skripsi ini te$rmasuk ke $dalam pe$ne $litian lingkup bidang 

ilmu hukum pe$rdata yang me$mbahas te$ntang ke$te$ntuan pe$mbatalan pe$rjanjian 

se $cara se$pihak me$nurut Undang-Undang Hukum Pe $rdata (KUHPe $rdata). 

Pe $ne $litian ini juga me$nggunakan konse$p pe $nafsiran hukum pe$rjanjian pe$mbatalan 

se $cara se$pihak. Hal ini dapat digunakan untuk pe $nge $tahuan masyarakat te$rkait 

Hukum Pe $mbatalan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Be $rdasarkan dari pokok pe$rmasalahan diatas, maka tujuan dari pe$ne$litian ini yaitu 

untuk: 

a. Untuk me$nganalisis be$ntuk tanggung jawab pe$njual te$rhadap barang yang 

tidak se$suai de$ngan pe$sanan pe$mbe$li me$nggunakan siste$m cash on de$live$ry 

(COD). 

b. Untuk me$nganalisis akibat hukum apabila pe$mbe $li se$cara se$pihak 

me$mbatalkan atau me$nolak me$ne$rima pe$sanan de$ngan siste$m cash on de$live$ry 

(COD). 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari pe$ne $litian ini te$rdiri dari dua yaitu te$oritis dan praktis: 

a. Manfaat te$oritis 

Pe $ne $litian ini diharapkan untuk dapat me$mbe$rikan manfaat pe$nge $tahuan 

dibidang kajian hukum KUHPe $rdata me$nge $nai pe$mbatalan yang dilakukan 

se $cara se$pihak. 

b. Manfaat praktis 

Pe $ne $litian ini diharapkan dapat me$nambah wawasan dan pe$nge $tahuan bagi 

masyarakat khususnya ke$pada pihak yang me$rasa dirugikan dari ke$wajiban 

yang tidak dapat dipe$nuhi. 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian 

2.1.1 Pengertian Perjanjian 

Pe $nge $rtian pe$rjanjian se$bagaimana te$rdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Pe $rdata yaitu bahwa suatu pe$rbuatan de$ngan mana satu orang atau le$bih 

me$ngikatkan dirinya ke$pada satu orang atau le$bih. 

 

Me $nurut Sube $kti, suatu pe$rjanjian me$rupakan pe$ristiwa dimana se$se $orang be $rjanji 

ke $pada orang lain, atau dimana dua orang saling be$rjanji untuk me$laksanakan 

suatu hal. Pe$dapat lainnya dike$mukakan ole$h sudikno bahwa pe$rjanjian 

me$rupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata se$pakat untuk 

me$nimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum te$rse $but te$rjadi antara subye $k 

hukum yang satu de$ngan subye $k hukum yang lain, diaman subye$k hukum yang 

satu be$rhak atas pre$stasi dan be$gitu juga subye$k hukum yang lainnya 

be $rke$wajiban untuk me$laksanakan pre $stasinya se$suai de $ngan yang te$lah 

dise $pakatinya. Konse$p pe $rjanjian yang te$lah di simpulkan bahwa pe$rjanjian 

me$miliki be$be $rapa unsur yaitu: 

a) Ada pihak-pihak me$njadi subye$k pe$rjanjian yaitu pihak-pihak dalam 

pe $rjanjian sukurang-kurangnya ada dua be$lah pihak. 

b) Adanya pe$rse $tujuan te$tap yaitu antara pihak-pihak sudah te$rcapai ke$se $pakatan 

yang be$rsifat final, se$bagai hasil akhir yang dicapai dalam ne$goisasi. 

c) Adanya obje$k pe $rjanjian yaitu be$rupa pre $stasi yang wajib dipe$nuhi pihak-

pihak. Pre$stasi te$rse $but dapat be$rupa be $nda be$rge$rak atau tidak be$rge$rak, 

be $rwujud atau tidak be$rwujud, misalnya hak-hak ke$be $ndaan. 
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d) Pe $me$nuhan ke $butuhan pihal-pihak. Pe$me $nuhan ke $butuhan tidak akan te$rcapai 

jika tidak dilakukan de$ngan me$ngadakan pe $rjanjian antara pihak-pihak. 

Pe $rjanjian bisa dituangkan se$cara tulisan atau lisan. Hal ini se$suai de$ngan 

undang- undang yang me $nye$butkan bahwa hanya de $ngan be $ntuk te$rte$ntu 

suatu pe$rjanjian me$mpunyai ke$kuatan me$ngikat dan bukti kuat. 

e) Syarat-syarat pe$rjanjian yaitu pe$rjanjian be$risi syarat te$rte $ntu. Be$rsadarkan 

pada syarat-syarat itu pe$rjanjian dapat dipe $nuhi atau dilaksanakan ole$h pihak-

pihak kare$na dari syarat-syarat itulah dapat dike$tahui hak dan ke$wajiban 

pihak-pihak dan cara me$laksanakannya. 

 

Suatu pe $rjanjian dapat dikatakan se$bagai pe $rjanjian sah dan me$ngikat jika sudah 

me$me $nuhi syarat-syarat yang te$lah dite$ntukan dalam Pasal 1320 KUHPe $rdata dan 

pe $rjanjian yang sah diakui ole$h hukum dan me$ngikat para pihak-pihak. Namun, 

untuk pe $rjanjian e$le$ktronik me$mbutuhkan me$dia dalam pe$ne$rapannya. Ole$h 

kare$na itu, pe$rjanjian e$le $ktronik ke$mudian diatur dalam Undang-Undang te$ntang 

Informasi dan Transaksi E$le$ktronik. 

 

Me $nurut Kitab Undang-Undang Hukum Pe $rdata (KUHPe $rdata), pe$rjanjian adalah 

salah satu sumbe$r yang me$nimbulkan pe$rikatan, dan hal ini diatur dalam Buku III 

KUHPe $rdata. Se $lain pe$rjanjian, sumbe$r pe $rikatan lainnya me$liputi Undang-

Undang, yurisprude $nsi, hukum te$rtulis dan tidak te$rtulis, se $rta ilmu pe$nge$tahuan.5 

Sube $kti me$nyatakan bahwa “Pe$rikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua 

orang atau dua pihak, di mana satu pihak be$rhak me$nuntut se$suatu dari pihak 

lainnya, dan pihak yang lainnya be$rke$wajiban untuk me$me$nuhi tuntutan itu”.6 

Pe $rikatan adalah suatu hubungan hukum yang muncul baik dari pe$rjanjian 

maupun dari hukum. Hubungan hukum ini me$nimbulkan akibat hukum be$rupa 

adanya hak (right) dan ke$wajiban (duty/obligation).7 Se $buah pe$rjanjian yang 

me$me $nuhi syarat ke$absahan akan me$miliki ke$kuatan me$ngikat bagi para pihak. 

Adapun akibat hukum dari pe$rikatan te$rse $but me$liputi:8 

 
5 Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta. 2003. Hlm. 

74. 
6 Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta. PT. Intermasa. 2005. Hlm. 1. 
7 Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu. Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. 

Bandung. PT. Refika Aditam. Cetakan kedua. 2007. Hlm. 80. 
8 Ibid. Hlm 1. 



 9 

a. Para pihak te$rikat pada isi pe$rjanjian, se$rta harus me$mpe $rhatikan ke$patutan, 

ke $biasaan, dan undang-undang yang re$le $van (Pasal 1338, 1339, dan 1340 

KUHPe $rdata). 

b. Pe $rjanjian harus dilaksanakan de$ngan itikad baik (good faith), yang diatur 

dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPe $rdata. 

c. Kre $ditur be$rhak untuk me$minta pe$mbatalan tindakan de$bitur yang me$rugikan 

me$re $ka (actio pauliana), se$bagaimana diatur pada Pasal 1341 KUHPe $rdata. 

 

Dari pe$nje$lasan di atas, maka dapat dimahami bahwa pe$rjanjian me$rupakan suatu 

pe $ristiwa di mana se$se $orang be$rjanji untuk me$ngikatkan diri ke$pada orang lain. 

Pe $rjanjian ini be$risi janji-janjian yang te$lah dise$tujui se$be $lumnya, me$ncakup hak 

dan ke $wajiban yang me$le$kat pada masing-masing pihak. Pe$rjanjian dapat dibuat 

baik se$cara lisan maupun te$rtulis. Namun, jika dibuat se$cara te$rtulis, pe$rjanjian 

te$rse $but akan me$mbe $rikan jaminan ke$pastian hukum yang le$bih kuat.9 

Be $rdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (pre$stasi), pe$rjanjian dibagi 

dalam tiga macam yaitu : 

a. Pe $rjanjian untuk me$mbe$rikan atau me$nye$rahkan suatu barang. Dalam hal ini, 

jika pe$rjanjian tidak me$ncantumkan batas waktu pe$laksanaan, pihak yang 

be $rutang dianggap lalai jika waktu te$rse $but te$lah te$rle $wat. Se$be $lum 

pe $laksanaan pre$stasi dilakukan, pihak kre$ditor harus te$rle$bih dahulu me$nagih. 

b. Pe $rjanjian untuk be$rbuat se$suatu. 

c. Pe $rjanjian untuk tidak me$lakukan se$suatu. 

 

Adapun be $ntuk-be$ntuk pe$rjanjian dapat dibe$dakan me$njadi dua macam, yaitu 

te$rtulis dan tidak te$rtulis. Pe$rjanjian te$rtulis adalah pe$rjanjian yang dibuat ole$h 

para pihak dalam be$ntuk tulisan. Se$dangkan pe$rjanjian lisan suatu pe$rjanjian 

yang dibuat ole$h para pihak dalam wujud lisan (cukup ke$se $pakatan para pihak). 

 

Tujuan dibuatnya pe$rjanjian adalah untuk me$ndapatkan ke$pastian hukum, 

ke $adilan, dan pe$rlindungan bagi para pihak. Pe$rjanjian dapat be$rupa pe$rjanjian 

cuma-cuma atau pe$rjanjian atas be$ban. Pe $rjanjian cuma-cuma adalah pe$rjanjian di 

mana salah satu pihak me$mbe$rikan ke$untungan ke$pada pihak lain tanpa me$ne $rima 

 
9 Budiman N.P.D Sinaga. Hukum Perjanjian dan Penyeleseian Sengketa dari Perspektif 

Sekretaris. Jakarta. Raja grafindo Persada. 2005. Hlm. 12 
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manfaat. Se$me$ntara pe$rjanjian atas be$ban me$wajibkan masing-masing pihak 

untuk me$mbe$rikan pre$stasi. 

 

2.1.2 Unsur-Unsur dalam Perjanjian 

Subje $k dalam pe$rjanjian adalah sama de$ngan subje $k pe$rikatan, yang me$ncakup 

pihak-pihak yang te$rlibat dalam pe$rjanjian te$rse $but. Subje $k ini bisa be $rupa 

individu manusia atau suatu badan hukum. Se$dangkan obje$k dalam pe$rjanjian 

me$ncakup pre$stasi yang be $rupa me$mbe$rikan se $suatu, me$lakukan suatu tindakan, 

atau tidak me$lakukan se$suatu. Te $rkait de $ngan obje$k pe $rjanjian, ada be$be $rapa 

syarat yang pe$rlu dipe$nuhi untuk me$ne $ntukan ke$absahan suatu pe$rikatan, yakni: 

obje$k te$rse $but harus te$rte$ntu, dipe$rbole$hkan, dapat dinilai de$ngan uang, dan harus 

mungkin untuk dilaksanakan.10 Di dalam suatu pe$rjanjian harus me$me$nuhi 

be $be$rapa unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur pe $rjanjian yaitu :  

1. Unsur E $se $nsialia yaitu unsur pe$rjanjian yang harus ada Di dalam pe$rjanjian 

itu, unsur mutlak, apabila tidak ada unsur te $rse $but, maka pe$rjanjian itu 

tidaklah ada. Se$bagai contoh, dalam se$buah pe$rjanjian yang se$sungguhnya, 

te$rdapat syarat-syarat yang harus dipe$nuhi. Pe $nye $rahan obje$k pe $rjanjian 

sangat pe$nting dan sama pe$ntingnya de$ngan be $ntuk. Se $bagian ke$se $pakatan 

formal, sangat pe$nting untuk dise$pakati. 

2. Unsur Naturalia yaitu unsur pe $rjanjian yang diatur dalam Undang-Undang. 

Te$tapi, pihak-pihak te$rkait dapat dapat me$mbuat ke$putusan untuk 

me$nggantikan atau me$ngambil langkah yang lain. Hal ini diatur ole$h Undang-

Undang de $ngan hukum yang me $le$ngkapi. Se $pe $rti pada contohnya, tanggung 

jawab pe$njual dalam me$nanggung biaya pe$ngiriman (se$suai de$ngan Pasal 

1476) dan dalam me$mbe$rikan jaminan (se $bagaimana dise $butkan dalam Pasal 

1491) bisa diubah atas ke$se $pakatan yang dise $pakati ole$h ke$dua be$lah pihak. 

 
10 Purwahid Patrik. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju. 1994. Hlm. 

4. 
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3. Unsur Accide$ntalia yaitu unsur pe$rjanjian yang ditambahkan ole$h para pihak, 

Undang-Undang se $ndiri tidak me$ngatur te$ntang hal itu. Di dalam suatu 

pe $rjanjian jual be$li, be$nda-be $nda pe$le$ngkap te$rte $ntu bisa dike$cualikan.11 

 

2.1.3 Asas-Asas dalam Perjanjian 

Hukum pe$rjanjian me$ngatur se$jumlah prinsip atau asa yang me$njadi landasan 

pe $mikiran dan pandangan dalam me$nginte$rpre $stasikan maksud yang te$rkandung 

dalam ke$nte$ntuan hukum pe$rjanjian te$rse $but, dimana asas-asas te$rse $but 

me$rupakan pe $doman bagi para pihak me$mbuat Undang-Undang dalam me$ne $tukan 

sikap untuk me$mbuat pe$raturan hukum.12 Se$dangkan, asas hukum umum 

me$rupakan pe$nge $ndapan hukum positif dalam suatu masyarakat. De$mikian juga 

me$nurut Van E $ike$ma Homme$s yang me $nyatakan bahwa asas hukum tidak bole$h 

dianggap se$bagai norma-norma yang konkre $t, akan te$tapi pe$rlu dipandang se$bagai 

dasar-dasar umum atau pe$tunjuk bagi hukum yang be$rlaku. Se$dangkan, asas 

hukum umum me$rupakan pe$nge$ndapan hukum positif dalam suatu masyarakat. 

De $mikian juga me$nurut Van E $ike$ma Homme$s yang me$nyatakan bahwa asas 

hukum tidak bole$h dianggap se $bagai norma-norma yang konkre$t, akan te$tapi pe$rlu 

dipandang se$bagai dasar-dasar umum atau pe $tunjuk bagi hukum yang be$rlaku.13 

 

Me $nurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan se$bagai ke$be $naran asasi 

atau apa yang dianggap se$bagai ke$be $naran asasi ole$h masyarakat hukum yang 

be $rsangkutan, kare$na me$lalui asas hukum pe $rtimbangan e$tika dan sosial 

masyarakat dimasukkan ke$ dalam hukum. Ole$h kare$na itu, asas-asas hukum 

me$njadi se$macam sumbe$r pe$nunjang siste$m hukum de $ngan nilai-nilai e$tika, 

moral, dan sosial masyarakat. Asas hukum me$rupakan landasan yang paling luas 

bagi lahirnya suatu pe$raturan hukum. Ini be$rarti bahwa pe$raturan-pe$raturan 

hukum pada akhirnya dapat dike$mbalikan ke $pada asas-asas te$rse $but. Asas hukum 

be $rfungsi se$bagai pe$doman atau arahan orie$ntasi be$rdasarkan mana hukum dapat 

 
11 J. Satrio. Hukum Perikatan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Buku I PT. Citra 

Aditya Bakti Bandung 1993.  Hlm. 67-68 
12 Pius A Partono. Kamus Ilmiah Populer. Arkola. Jakarta. 2001. Hlm.48 
13 Eddy O.S. Hiariej. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. 

Erlangga. Jakarta. 2009. Hlm. 19 
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dijalankan. 14Asas-asas hukum te $rse $but tidak saja akan be$rguna se $bagai pe$doman 

ke $tika me$nghadapi kasus-kasus sulit, te$tapi juga dalam hal me$ne $rapkan aturan. 

Be $rikut ini asas-asas umum hukum pe$rjanjian yang diatur dalam kitab Undang-

Undang Hukum Pe $rdata. 

 

1. Asas ke $be $basan be$rkontrak (fre$e $dom of contract) 

Asas ke $be $basan be$rkontrak ini juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUPe $rdata 

yang be$rbunyi “Se$mua pe$rjanjian yang dibuat se$cara sah be$rlaku se$bagai Undang-

Undang bagi me$re$ka yang me$mbuatnya”. Asas ke $be $basan be$rkontrak adalah suatu 

asas yang me$mbe$rikan ke$be $basan ke$pada para pihak untuk; 

a. Me $mbuat atau tidak me$mbuat pe$rjanjian. 

b. Me $ngadakan pe$rjanjian de$ngan siapapun. 

c. Me $ne $ntukan isi pe$rjanjian, pe$laksanaan, dan pe$rsyaratannya. 

d. Me $ne $tukan be$ntuk pe$rjanjian, yaitu te$rtulis atau lisan. 

 

Latar be$lakang dari lahirnya asas ke$be $basan be$rkontrak ini adanya paham 

individualisme$ yang se $cara e$mbrional lahir dari zaman yunani. Me$nurut paham 

individualisme$ ialah, se$tiap orang be $bas untuk me$mpe$role$h apa yang 

dike$he $ndakinya. Paham individualisme$ ini juga mulai pudar se$jak be$rakhitnya 

pe $rang dunia ke$ II. Kare $na paham ini tidak me$nce$rminkan ke$adilan. Maka dari 

itu, ke$he $ndak be$bas tidak lagi di be$ri arti mutlak, te$tapi dibe$ri arti re$latif dikaitkan 

se $lalu de$ngan ke$pe$ntingan umum.15 

 

Be $rdasarkan asas ke$be $basan be$rkontrak, warga ne$gara pada prinsipnya dapat 

me$mbe $rikan pe$rse $tujuannya te$rhadap isi suatu kontrak se$panjang tidak me$langgar 

hukum, ke$susilaan, atau ke$te$rtiban dan ke $susilaan umum. Ruang lingkup dasar 

ke $be$basan be$rkontrak me$nurut hukum kontrak Indone$sia adalah se$bagai be$rikut: 

Ke $be $basan untuk me$nye $tujui atau tidak, ke$be $basan untuk me$milih pihak-pihak 

yang mau be$rse$pakat, ke$be $basan untuk me$ne $ntukan atau me$milih alasan-alasan 

diadakannya pe$rjanjian, ke$be $basan untuk me$ne$ntukan pokok pe$rjanjian, 

 
14 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm. 54. 
15 Salim. Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta. 

2021. Hlm.9. 
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ke $be$basan untuk me$ne $ntukan be$ntuk kontrak, dan ke$be $basan untuk me$mutuskan 

pada undang-undang yang be$rsifat opsional (aanvulle$nd, optional). 

 

Be $rlakunya asas ke$be $basan be$rkontrak ini tidaklah mutlak, KUHPe $rdata 

me$mbe $rikan pe$mbatasan atau ke$te$ntuan te$rhadapnya, inti pe$mbatasan te$rse $but 

dapat dilihat antara lain: 

a) Pasal 1320 ayat (1) KUHPe $rdata,bahwa pe$rjanjian tidak sah apabila dibuat 

tanpa adanya se$pakat dari pihak yang me$mbuatnya; 

b) Pasal 1320 ayat (2) KUHPe $rdata, ke$be $basan yang dibatasi ole$h ke$cakapan 

untuk me$mbuat suatu pe$rjanjian;  

c) Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPe $rdata, me$nyangkut causa yang 

dilarang ole$h Undang-Undang atau be$rte$ntangan de$ngan ke$susilaan baik atau 

be $rte$ntangan de$ngan ke$te $rtiban umum; 

d) Pasal 1333 KUHPe $rdata batasan ke$be $basan para pihak untuk me$mbuat 

pe $rjanjian te$ntang obje$k yang dipe$rjanjikan; 

e) Pasal 1335 KUHPe $rdata,tidak adanya ke$kuatan hukum untuk suatu pe$rjanjian 

tanpa se$bab, atau se$bab yang palsu atau te$rlarang;  

f) Pasal 1337 KUHPe $rdata, larangan te$rhadap pe $rjanjian apabila be$rte$ntangan 

de $ngan Undang-Undang, ke$susilaan baik atau ke$te$rtiban umum.16 

 

2. Asas konse $nsualisme $ (conce$nsualisme $) 

Asas konse $nsualisme $ me$mpunyai arti yang te$rpe $nting, bahwa untuk me$lahirkan 

pe $rjanjian cukup de$ngan se $pakat saja dan bahwa pe $rjanjian itu (dan pe$rikatan 

yang ditimbulkan kare$nanya) sudah dilahirkan pada saat atau de$tik te$rcapainya 

konse $nsus. Untuk te $rjadinya se $buah pe$rse $tujuan pada umumnya pe$rse $suaian 

ke $he$ndak yang me$me$nuhi pe $rsyaratan-pe$rsyaratan te$rte $ntu adalah se$buah kontrak 

yang sah me$nurut hukum. Asas konse $nsualisme$ dapat disimpulkan dalam Pasal 

1320 ayat (1) KUHPe $rdata. Pada Pasal te $rse $but dite$ntukan bahwa salah satu 

syarat sahnya pe$rjanjian adalah adanya kata ke$se $pakatan antara ke$dua be$lah 

pihak.17 

 
16 Niru Anita Sinaga. “peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam MewujudkanTujuan 

Perjanjian”. Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 7 No. 2. Desember (2018). Hlm 8 
17 Herlien Budiono. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia.Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti. 2006. Hlm. 66. 
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3. Asas pacta sunt se $rvanda 

Asas ini juga bisa dise $but de $ngan asas ke $pastian hukum. Kare$na asas ini 

be $rhubungan de$ngan akibat pe$rjanjian. Asas pacta sunt se $rvanda dibe $ri nama 

pactum, yang be$rarti se$pakat tidak pe$rlu dikuatkan de$ngan sumpah dan tindakan 

formalitas lainnya. Se$dangkan nudus pactum sudah cukup de$ngan se $pakat saja. 

Baik dalam siste$m te$rbuka yang dianut ole$h hukum pe $rjanjian ataupun bagi 

prinsip ke$kuatan me$ngikat, kita dapat me$rujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW 

(lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Pe $rdata: “Se$mua pe$rse $tujuan yang dibuat 

se $cara sah be$rlaku se $bagai undang-undang bagi me$re $ka yang me$mbuatnya.” 

Adagium (ungkapan) pacta sunt se$rvanda diakui se$bagai aturan bahwa se$mua 

pe $rse $tujuan yang dibuat ole$h manusia se $cara timbal-balik pada hakikatnya 

be $rmaksud untuk dipe$nuhi dan jika pe$rlu dapat dipaksakan, se$hingga se$cara 

hukum me$ngikat. De $ngan kata lain, pe$rjanjian yang dipe$rbuat se$cara sah be$rlaku 

se $pe $rti be$rlakunya undang-undang bagi para pihak yang me$mbuatnya (Pasal 1338 

ayat (1) dan ayat (2) KUH Pe $rdata. Artinya, para pihak harus me$ntaati apa yang 

te$lah me$re $ka se$pakati be$rsama.18 

 

4. Asas itikad baik (Goe$de$ Trouw) 

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Pe$rdata, dise$butkan bahwa “pe$rjanjian harus 

dilaksanakan de$ngan itikad baik”. Asas itikad baik me$rupakan asas bahwa para 

pihak, yaitu para kre$ditur dan de $bitur harus me $laksanakan substansi kontrak 

be $rdasarkan ke$pe$rcayaan atau ke$yakinan yang te$guh atau ke$mauan baik dari para 

pihak. Se$be $narnya itikad baik yang dise$but dalam bahasa Be$landa de$ngan goe$de $r 

trouw, yang se$ring juga diartikan de$ngan ke $jujuran, dapat dibe$dakan atas 2 (dua) 

macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan me$ngadakan pe$rjanjian; dan (2) 

Itikad baik pada waktu me$laksanakan hak-hak dan ke$wajiban-ke$wajiban yang 

timbul dari pe$rjanjian te$rse $but. Adapun suatu pe$rjanjian dilaksanakan de$ngan 

itikad baik atau tidak, akan te$rce$rmin pada pe$rbuatan-pe$rbuatan nyata orang yang 

me$laksanakan pe$rjanjian te$rse $but.19 

 
18 https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-

lt63f4b06969233/ Diakses Pada 16 Oktober 2024. Pukul 22.07 WIB 
19 Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Perdata. Cetakan 7. Bandung. Sumur Bandung. 

1979. Hlm. 56. 
 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/
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5. Asas ke $pribadian (pe$rsonalitas) 

Asas ke $pribadian te$rcantum dalam Pasal 1340 KUHPe $rdata: “Suatu pe$rjanjian 

hanya be$rlaku antara pihak-pihak yang me $mbuatnya. Suatu pe$rjanjian tidak dapat 

me$mbawa rugi ke$pada pihak-pihak ke$tiga; tak dapat pihak-pihak ke$tiga me$ndapat 

manfaat kare$nanya, se$lain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Pasal 1315 

KUHPe $rdata me$ne $gaskan: “Pada umumnya se $se $orang tidak dapat me$ngadakan 

pe $rikatan atau pe$rjanjian se $lain untuk dirinya se$ndiri”. Namun de$mikian, 

ke $te$ntuan itu te$rdapat pe$nge$cualiannya se$bagaimana pe$ngantar dalam Pasal 1317 

KUHPe $rdata yang me$nyatakan: “Dapat pula pe$rjanjian diadakan untuk 

ke $pe$ntingan pihak ke$tiga, bila suatu pe$rjanjian yang dibuat untuk diri se$ndiri, atau 

suatu pe$mbe$rian ke$pada orang lain, me$ngandung suatu syarat se$macam itu”. 

Se $dangkan di dalam Pasal 1318 KUHPe $rdata, tidak hanya me$ngatur pe$rjanjian 

untuk diri se$ndiri, me$lainkan juga untuk ke $pe $ntingan ahli warisnya dan untuk 

orang-orang yang me$mpe$role $h hak dari padanya. 

 

Dari rumusan te$rse $but dike $tahui bahwa pada dasarnya suatu pe$rjanjian dibuat ole$h 

se $orang dalam kapasitasnya se$bagai individu atau pribadi hanya dapat me$ngikat 

dan be$rlaku untuk dirinya se$ndiri.20 

 

2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian 

Pe $nge $rtian Pe$rjanjian me$nurut Kitab Undang-Undang Hukum Pe $rdata Pe$nge$rtian 

pe $rikatan adalah “ suatu hubungan hukum antara se$jumlah subje$k-subje $k hukum; 

se $hubungan de$ngan itu, se $orang atau be$be $rapa orang daripadanya me$ngikatkan 

dirinya untuk me$lakukan atau tidak me$lakukan se$suatu te$rhadap pihak lain. Se$tiap 

pe $rjanjian yang dibuat harus be$nar-be$nar dilaksanakan ole$h para pihak. Maka jika 

pe $rjanjian te$rse $but tidak dilaksanakan, maka dikate$gorikan wanspre$stasi atau 

ingkar janji yang me$mbe$rikan hak ke$pada pihak yang dirugikan untuk me$nuntut 

ganti rugi. Me$ngingat be$gitu pe$nting dan be$gitu kuatnya me$ngikat suatu 

pe $rjanjian maka tidak se$mbarangan me$mbuat pe$rjanjian, ada syarat-syarat yang 

harus dipe$nuhi agar pe$rjanjian me$njadi sah dan me$ngikat para pihak. Pe$rjanjian 

 
20 Salim. Op. Cit. Hlm.12. 
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akan hanya me$miliki akibat hukum jika me$me$nuhi dua syarat. Syarat yang 

pe $rtama yaitu tujuan pe$rjanjian me$mpunyai dasar yang pantas dan patut. Syarat 

ke $dua yaitu pe$rjanjian harus me$ngandung sifat yang sah.21 Me $nurut Pasal 1320 

KUHPe $rdata suatu pe$rjanjian dinyatakan sah apabila me$me$nuhi e$mpat syarat 

te$rse $but, yaitu: 

1. Adanya kata se$pakat bagi me$re $ka yang me $ngikatkan dirinya. 

2. Ke $cakapan para pihak untuk me$mbuat suatu pe$rikatan. 

3. Suatu hal te$rte $ntu. 

4. Suatu se $bab (clausa) yang halal. 

 

Syarat pe$rtama dan ke$dua dinamakan syarat subje$ktif, kare$na be$rke $naan de$ngan 

para subje$k yang me$mbuat pe$rjanjian itu. Se $dangkan syarat ke$tiga dan ke$e $mpat 

dinamakan syarat obje$ktif kare$na be $rke $naan de$ngan obje$k dalam pe$rjanjian 

te$rse $but. 

 

a. Kata Se$pakat 

Kata se$pakat di dalam pe$rjanjian pada dasarnya adalah pe$rte$muan atau 

pe $rse $suaian ke$he $ndak antara para pihak di dalam pe$rjanjian. Se$se $orang dikatakan 

me$mbe $rikan pe$rse$tujuannya atau ke$se $pakatannya (Toe$ste$mming) jika ia me$mang 

me$nghe $ndaki apa yang dise$pakati. Para pihak yang akan me$mbuat pe$rjanjian 

harus se $pakat atau se$tuju satu sama lain me$nge $nai apa yang akan dipe$rjanjikan, 

dimana ke$se $pakatan itu harus dicapai tanpa ada unsur paksaan, dan pe$nipuan 

(Pasal 1321 KUHpe $rdata).22 Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Pe$rdata 

(KUH Pe $rdata) me$ngide$ntifikasi tiga unsur yang dapat dianggap se$bagai cacat 

ke $he$ndak, yaitu: 

1) Ke $khilafan (dwaling) ialah Ke$khilafan te $rjadi ke$tika pe$rnyataan se$se $orang 

se $suai de$ngan ke$mauannya, te$tapi ke$mauan te$rse $but be$rdasarkan informasi 

yang salah. Hal ini dapat te$rjadi baik te$rkait de$ngan subje$k (e$ror in pe$rsona) 

maupun obje$k (e$ror in substantia). 

2) Paksaan (dwang) ialah Paksaan te$rcipta ke$tika se$se $orang be$rtindak bukan 

kare$na ke$he $ndak se$ndiri, me$lainkan kare$na adanya pe$ngaruh yang be$rasal dari 

 
21 Ridwan Khairandy. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan. FH 

UII Yogyakarta. 2014. Hlm. 190. 
22 Subekti. Op. cit. Hlm 20 
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orang lain. Se$suai de $ngan Pasal 1324 KUH Pe $rdata, paksaan dianggap ada 

jika tindakan te$rse $but dapat me$nimbulkan ke $takutan pada individu yang 

be $rsangkutan, me$rasa bahwa dirinya atau harta be$ndanya te$rancam de$ngan 

ke $rugian nyata.23 Contohnya adalah situasi dimana se$se $orang me$nandatangani 

pe $rjanjian kare$na takut akan ancaman yang dapat me$nce$lakakan fisiknya. 

3) Pe $nipuan (be$drog) ialah se $tiap pe$rjanjian harus dilaksanakan de$ngan itikad 

baik, se$bagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Pe $rdata. Apabila 

salah satu pihak dalam pe$rjanjian me$miliki niat buruk, maka pihak te$rse $but 

te$lah me$miliki tujuan untuk me$nipu se $jak awal. Tindakan pe$nipuan, baik yang 

dilakukan ole$h satu pihak maupun be$be$rapa pihak, tidak me$me$nuhi syarat 

sahnya suatu pe$rjanjian. Unsur-unsur pe $nipuan harus dapat dibuktikan; jika 

te$rdapat e$le$me $n pe$nipuan, maka pe$rjanjian dapat dibatalkan. Pihak yang 

me$rasa dirugikan akibat pe$nipuan te$rse $but be$rhak untuk me$mbatalkan 

pe $rjanjian, namun pe$mbatalan ini tidak te$rjadi de$ngan se $ndirinya. Pihak yang 

me$rasa dirugikan harus me$lakukan tindakan pe$mbatalan se $suai de$ngan 

hukum.24 

 

b. Ke $cakapan untuk me$ngadakan pe$rikatan 

Syarat sahnya pe$rjanjian yang ke$dua me $nurut Pasal 1320 KUHPe $rdata adalah 

ke $cakapan untuk me$mbuat pe$rikatan (om e $e$ne $ ve$rbinte$nis aan te$ gaan), dari kata 

“me$mbuat” pe$rikatan dan pe$rjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” 

(se $ngaja). Kare$na hal ini dapat disimpulkan cocok untuk pe$rjanjian yang 

me$rupakan tindakan hukum. Apalagi kare $na unsur te$rse $but dicantumkan se$bagai 

ubsur sahnya pe $rjanjian, maka tidak mungkin te$rtuju ke$pada pe$rikatan yang 

timbul kare$na undang-undang. Me$nurut J. Satrio, istilah yang te$pat untuk 

me$nye $but syaratnya pe$rjanjian yang ke$dua ini adalah : ke$cakapan untuk me$mbuat 

pe $rjanjian.  

 

 
23 Elly Erawati dk. Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian. PT Gramedia. 

Jakarta. 2010. Hlm 56. 
24 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Cet V. Citra Aditya Bhakti. 

Bandung. 2014. Hlm 102. 
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Pasal 1329 KUHpe $rdata me$nyatakan bahwa se $tiap orang adalah cakap. Ke $mudian 

Pasal 1330 me $nyatakan bahwa ada be$be$rapa orang tidak cakap untuk me$mbuat 

pe $rjanjian, yaitu ; 

1) Orang yang be$lum de$wasa. Orang yang dianggap be$lum de$wasa yaitu me$re$ka 

yang be$lum me$ncapai umur 21 tahun atau be$rumur kurang dari 21 tahun te$tapi 

te$lah me$nikah me$nurut Pasal 330 KUHPe $rdata. Namun, pada dasarnya, 

individu yang te$lah me$ncapai usia de$wasa me$miliki ke$mampuan untuk 

me$lakukan tindakan hukum se$cara sah, yang akan me$nghasilkan akibat 

hukum yang se $mpurna. Me$skipun de $mikian, ada pe$nge $cualian dalam hal-hal 

te$rte $ntu dimana se $se $orang dapat dianggap be $rwe $nang untuk me$lakukan 

tindakan te$rte$ntu me$skipun be$lum me$ncapai usia de$wasa. Contohnya adalah 

dalam transaksi se $hari-hari dan hal-hal te $rte$ntu yang diatur ole$h undang-

undang te$rte$ntu. 

2) Orang yang ditaruh dibawah pe$ngampuan yaitu se$tiap orang yang se$lalu 

dalam ke$adaan gila/dungu le$mah akal walaupun kadang cakap dalam 

me$nggunakan pikirannya. Orang yang ditaruh di bawah pe$ngampuan 

dianggap tidak mampu me$nyadari tanggung jawabnya dan kare$na itu tidak 

cakap be$rtindak untuk me$ngadakan pe$rjanjian.25 

3) Orang-orang pe $re$mpuan dalam pe$rnikahan, (se $te $lah diundangkannya Undang-

undang no 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka pe$re $mpuan dalam pe$rkawinan 

dianggap cakap hukum). 26 

 

De $ngan de$mikian, yang cakap atau yang dibole$hkan ole$h hukum untuk me$mbuat 

pe $rjanjian ke$tika se$se $orang sudah de$wasa, yiatu sudah me$ncapai umur 21 tahun 

dan orang yang se$dang tidak dibawah pe$ngampuan. 

 

c. Suatu hal te$nte $ntu 

Syarat sahnya pe$rjanjian yang ke$tiga adalah adanya suatu hal te$rte $ntu. Pasal 1333 

KUHPe $rdata me$ne $ntukan bahwa suatu pe $rjanjian harus me$mpunyai pokok suatu 

be $nda yang paling se $dikit dapat dite$ntukan je$nisnya. Suatu pe $rjanjian harus 

me$miliki obje$k te $rte$ntu. Suatu pe $rjanjian haruslah me $nge$nai suatu hal te$rte$ntu 

 
25 Ratna Artha Windari. Hukum Perjanjian. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014. Hlm. 17. 
26 Munir Fuady. Hukum Kontrak :Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Cet II. Citra Aditya 

Bakti. Bandung.  2001. Hlm. 69. 
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(ce$ntainty of te$rms), be $rarti bahwa apa yang dipe$rjanjiakan, yaitu hak dan 

ke $wajiban ke$dua be$lah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam pe$rjanjian paling 

se $dikit dapat di te$ntukan je$nisnya. Obje $k pe $rjanjian yang je$las dapat me$mbe $rikan 

jaminan ke$pada para pihak yang me$mbuat pe$rjanjian dan me$nce$gah pe$rjanjian 

yang fikti. 

Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Pe $rdata me$ne $ntukan obje$k pe$rjanjian 

diantaranya se$bagai be$rikut: 

1) Dapat dipe$rdagangkan;  

2) Dite$ntukan je$nisnya (je$las je$nisnya) 

3) Jumlah barang dapat dihitung atau dite$ntukan;  

4) Barang te$rse $but akan ada di ke$mudian hari; 

5) Bukan suatu warisan yang be$lum te$rbuka.27 

 

Apabila jasa yang dijadikan obje$k pe$rjanjian, maka harus dite$ntukan se$cara je$las 

dan te$gas apa be$ntuk jasa yang dilakukan ole$h salah satu pihak. Jika obje$k 

pe $rjanjian me$rupakan tidak be$rbuat se$suatu, maka harus dije$laskan dalam pe$rjian 

te$rse $but hal-hal apa yang tidak dilakukan ole$h para pihak. 

 

d. Suatu se $bab (clausa) yang halal 

Me $nurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPe $rdata bahwa suatu kausa dinyatakan te$rlarang 

jika be$rte $ntangan de$ngan undang-undang, ke$susilaan, dan ke$te$rtiban umum. Suatu 

kausa dikatakan be$rte$ntangan de$ngan undang-undang, jika kausa di dalam 

pe $rjanjian yang be$rsangkutan isinya be$rte$ntangan de$ngan undang-undang, jika 

kausa di dalam pe$rjanjian yang be$rsangkutan isinya be$rte $ntangan de$ngan undang-

undang yang be$rlaku. 

 

Suatu se $bab yang halal me$miliki makna bahwa isi pe$rjanjian, tujuan pe$rjanjian 

yang he$ndak dicapai ole$h para pihak tidak be$rte $ntangan de$ngan undangundang, 

tidak be$rte$ntangan de$ngan ke$te$rtiban umum dan tidak be$rte$ntangan de$ngan 

ke $susilaan se$bagaimana yang dite$ntukan dalam Pasal 1337 KUH Pe $rdata. Suatu 

pe $rjanjian yang dibuat tanpa se$bab atau yang dibuat kare$na se $suatu se$bab yang 

palsu atau te$rlarang. 

 
27 Ibid. Hlm. 18 
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Jika pe $rjanjian sudah me$me$nuhi ke $e$mpat syarat te$rse $but, maka pe$rjanjian sudah 

dianggap sah. Namun, pe$rjanjian dapat dibatalkan bahkan batal de$mi hukum 

kare$na tidak me$me$nuhi ke $e$mpat syarat ini.28 

 

2.2 Tinjauan Umum Transaksi Elektronik 

2.2.1 Pengertian Transaksi Elektronik 

Transaksi e$le$ktronik adalah pe$rbuatan hukum yang dilakukan de$ngan 

me$nggunakan kompute$r, jaringan kompute$r, dan/atau me$dia e$le$ktronik lainnya. 

Prose $s transaksi jual be $li se$cara e$le$ktronik adalah transaksi jual be$li yang 

dilakukan se$se $orang te$rhadap se $se $orang yang lain de$ngan me$dia inte$rne$t dalam 

waktu yang tidak ada batas kapanpun juga dimanapun dan dilakukan de$ngan cara 

tidak pe$rlunya face$ to face$ antara para pihak, me$re$ka hanya me$ngandalkan rasa 

ke $pe$rcayaan antara para pihak. Pe$rbuatan hukum adalah se$tiap pe$rbuatan subje$k 

hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur ole$h hukum, kare$na 

akibat itu bisa dianggap se$bagai ke$he $ndak dari yang me$lakukan hukum. 

 

Me $nurut PP No. 71 Tahun 2019 te$ntang Pe $nye$le $nggaraan Siste$m dan Transaksi 

E $le$ktronik. Kontrak E$le $ktronik me$miliki be $be$rapa syarat untuk dianggap sah 

se $pe $rti hal kontrak konve$nsional. Kontrak E $le$ktronik akan dianggap sah apabila; 

a. Te$rdapat ke$se $pakatan para pihak. 

b. Dilakukan ole$h subje $k hukum yang cakap. 

c. Te$rdapat hal te$rte$ntu. 

d. Obje $k transaksi tidak bole$h be $rte $ntangan de $ngan pe$raturan pe$rundang-

undangan, ke$susilaan, dan ke$te $rtiban umum. 

 

De $ngan muatan se$bagai be$rikut; 

1. Data ide$ntitas para pihak. 

2. Obje $k dan spe$sifikasi. 

3. Pe $rsyartan transaksi e$le$ktronik. 

 
28 Gumanti Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau Dari KUHPerdata”. Jurnal Pelangi 

Huku., Volume 05. Nomor 01. 2012. Hlm. 15 
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4. Harga dan biaya. 

5. Prose $dur dalam hal te$rdapat pe$mbatalan ole$h para pihak. 

6. Ke $te$ntuan yang me$mbe$rikan hak ke$pada pihak yang dirugikan untuk dapat 

me$nge $mbalikan barang dan/atau me$minta pe$nggantian produk jika te$rdapat 

cacat te$rse $mbunyi. 

7. Pilihan hukum pe$nye $le$saian transaksi e$le $ktronik.29 

 

Transaksi e$le$ktronik me$rupakan se$buah prose $s pe $mbe$lian dan pe$njualan se$cara 

e $le$ktronik atas barang atau jasa dan informasi. Pe$manfaatan me$dia transaksi 

e $le$ktronik dalam dunia pe$rdagangan sangat me$mbawa dampak pada masyarakat 

inte$rnasional pada umumnya dan masyarakat Indone$sia pada khususnya. Bagi 

masyarakat Indone$sia hal ini te$rkait masalah hukum yang sangat pe$nting. 

Pe $ntingnya pe$rmasalahan hukum di bidang transaksi e$le$ktronik adalah te$rutama 

dalam me$mbe$rikan pe$rlindungan te$rhadap para pihak yang me$lakukan transaksi 

me$lalui inte$rne $t.30 

 

Transaksi e$le$ktronik me$rupakan mode$l pe $rjanjian jual-be$li de$ngan karakte$ristik 

yang be $rbe$da de $ngan mode$l transaksi jual-be $li konve$nsional. Se$bagaimana dalam 

pe $rdagangan konve$nsional, transaksi e$le$ktronik me$nimbulkan pe$rikatan antara 

para pihak untuk me$mbe$rikan suatu pre$stasi. Implikasi dari pe$rikatan itu adalah 

timbulnya hak dan ke$wajiban se$rta tanggung jawab yang harus dipe$nuhi ole$h para 

pihak yang te$rlibat.31 

 

2.2.2 Tahapan-Tahapan dalam Transaksi Elektronik 

Se $cara umum tahapan-tahapan dalam transaksi e$le $ktronik me$lalui E$-comme $rce $ 

yaitu se$bagai be$rikut :  

1. E $-custome$r dan E $-me $rchant be$rte$mu dalam dunia maya me$lalui se$rve$r yang 

dise $wa dari Inte$rne $t Se$rve $r Provide$r (ISP) ole$h E $-me $rchant. 

 
29 Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. 

Hlm. 277 
30 Ahmad M.Ramli. “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce”’. Jurnal 

Hukum Bisnis. Jakarta. 2000. Hlm. 14. 
31 Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 80 
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2. Transaksi me$lalui E$-comme $rce$ dise $rtai te $rm of use $ dan sale$s te $rm condition 

atau klausula standar, yang pada umumnya E$-me $rchant te$lah me$le $takkan 

klausula ke$se $pakatan pada we$bsite$-nya, se $dangkan E$-custome $r jika be$rminat 

tinggal me$milih tombol acce$pt atau me$ne $rima. 

3. Pe $ne $rimaan e$-custome $r me $lalui me$kanisme$ “klik” te$rse $but se $bagai 

pe $rwujudan dari ke$se $pakatan yang te$ntunya me$ngikat pihak E$-me $rchant. 

4. Pada saat ke$dua be$lah pihak me$ncapai ke$se $pakatan, ke$mudian diikuti de$ngan 

prose $s pe $mbayaran, yang me$libatkan dua bank pe $rantara dari masing-masing 

pihakyaitu acquiring me$rchant bank dan issuing custome $rbank. Prose $durnya 

E $-custome$r me $me$rintahkan ke$pada issuing custome$r bank untuk dan atas 

nama E$-custome$r me $lakukan se$jumlah pe $mbayaranatas harga barang ke$pada 

acquiring me$rchant bank yang ditujukan ke $pada E$-me$rchant.  

5. Se $te$lah prose$s pe $mbayaran se$le$sai ke $mudian diikuti de$ngan prose $s 

pe $me$nuhan pre$stasi ole$h pihak e$-me $rchant be$rupa pe $ngiriman barang se$suai 

de $ngan ke$se $pakatan me$nge$nai saat pe$nye$rahan dan spe$sifikasi barang.32 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Perjanjia Transaksi Elektronik  

a. Busine$ss to Busine$ss (B2B), Transaksi yang te$rjadi antara pe$rusahaan dalam 

hal ini, baik pe$mbe$li atau pe$njual adalah se$buah pe $rusahaan dan bukan 

pe $rorangan biasanya transaksi ini dilakukan kare$na me$re$ka te$lah se$ring 

me$nge $tahui satu sama lain dan transaksi jual be$li ini dilakukan untuk me$njalin 

ke $rjasama antara pe$rusahaan te$rse $but. 

b. Busine$ss to Consume $r (B2C), Transaksi antara pe$rusahaan de$ngan konsume$n 

de $ngan konsume$n atau individu. Je$nis transaksi ini dise $barkan se$cara umum, 

dan konsume$n ini yang be$rinisiatif me $lakukan transaksi. Produse$n siap 

me$ne $rima re$spon dari konsume$n te $rse $but biasanya siste$m yang digunakan 

adalah siste$m we $b kare$na siste $m ini yang sudah umum dipakai di masyarakat. 

c. Consume $r to Consume $r (C2C), Transaksi ini te$rjadi antara individu de$ngan 

individu yang akan saling me$njual barang. 

 
32 Nofie Iman. Mengenal E-commerce. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2009. Hlm. 8. 
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d. Consume $r to Busine $ss (C2B) Transaksi individu yang bisa saja me$njual 

barang ke$pada pe$rusahaan. 

e. Non-Busine$ss E $le $ctronic Comme $rce$, Transaksi yang me $rupakan ke$giatan non 

bisnis se $pe $rti di ke$giatan pe$ndidikan dll. 

f. Intrabusine $ss (organizational) E$le$ctronic Comme $rce$, Transaksi ini yang 

me$rupakan ke$giatan yang me$liputi se$mua aktifitas inte$rnal organisasi yang 

me$lalui inte$rne$t untuk me$lakukan pe$rtukaran barang, jasa, informasi dan 

me$njual produk pe$rusahaan ke$pada karyawannya. 

g. Gove $rne $r to Citize$ns (G2C), me $rupakan layanan pe$me$rintahan te$rhadap warga 

Ne $garanya yang me$lalui te$knologi saat ini yaitu e$-comme $rce$, se $lain itu dapat 

digunakan untuk ke$rjasama antara pe$me$rintahan de$ngan pe$me$rintahan lain. 

h. Mobile$ Comme $rce$, ini me$mungkinkan pe$nggunaan inte$rne $t tanpa kabe$l, 

se $pe $rti me$ngakse $s inte$rne $t me$lalui handphone $.33 

 

2.2.4 Karakteristik Transaksi Elektronik 

Be $rikut be$be$rapa karakte$ristik dalam be$rtransaksi e$le $ktronik: 

1. Transaksi Tanpa Batas 

Salah satu karakte$ristik utama dari transaksi e$le$ktronik adalah 

ke $mampuannya untuk me$nghapus batasan ge $ografis. Se$be $lum e$ra inte$rne $t, 

pe $rusahaan se$ring kali te$rhambat ole$h lokasi fisik me$re$ka dalam me$njangkau 

pasar inte$rnasional. Namun, de$ngan adanya platform e $-comme $rce$, baik 

pe $rusahaan be$sar maupun ke$cil dapat me$njangkau pe$langgan di se $luruh dunia 

hanya de$ngan me$ngandalkan situs we $b dan iklan online$. Hal ini 

me$mungkinkan transaksi dilakukan 24 jam se $hari tanpa batasan waktu dan 

te$mpat, se$hingga me$ningkatkan pote$nsi pasar se $cara signifikan. 

2. Transaksi Anonim 

Dalam transaksi e$le$ktronik, ide$ntitas pe$mbe$li dan pe$njual tidak se$lalu pe$rlu 

dike$tahui se$cara langsung. Pe$mbe$li dapat me$lakukan pe$mbe $lian tanpa harus 

me$mbe $rikan informasi pribadi yang le$ngkap, asalkan me$tode$ pe$mbayaran 

 
33 Johannes Johny Koynja. “Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh 

Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan”. Jurnal Kompilasi 

Hukum Volume 4 No. 2, Desember 2019. Hlm. 81 
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yang digunakan te$lah te$rve $rifikasi. Ini be$rbe $da de$ngan transaksi tradisional di 

mana inte$raksi langsung se$ring kali dipe$rlukan. Anonimitas ini me$mbe$rikan 

ke $nyamanan bagi pe$ngguna, te$tapi juga me$nimbulkan tantangan te$rkait 

ke $amanan dan ke$pe $rcayaan. 

3. Ke $ce$patan dan E$fisie $nsi 

Transaksi e$le $ktronik me$mungkinkan prose $s yang jauh le $bih ce$pat 

dibandingkan de$ngan me$tode $ tradisional. Pe $mbayaran dapat dilakukan se $cara 

instan me$lalui be$rbagai me$tode $ se $pe $rti kartu kre $dit, transfe$r bank, atau 

dompe$t digital. Se $lain itu, siste$m otomatisasi dalam e$-comme $rce $ 

me$mungkinkan pe$mrose$san pe $sanan dan pe$ngiriman barang dilakukan 

de $ngan e$fisie$n, me$ngurangi waktu tunggu bagi konsume$n. 

4. Inte$raktivitas 

E $-comme $rce$ me $nawarkan tingkat inte$raktivitas yang tinggi antara pe$njual dan 

pe $mbe$li. Me$lalui fitur se$pe$rti chat langsung, ulasan produk, dan forum 

diskusi, pe$mbe $li dapat be$rinte$raksi langsung de $ngan pe$njual atau se$sama 

pe $langgan. Ini tidak hanya me$ningkatkan pe $ngalaman pe$ngguna te$tapi juga 

me$mbe $rikan umpan balik yang be$rharga bagi pe $njual untuk me$ningkatkan 

produk dan layanan me$re $ka.34 

5. Dive $rsifikasi Produk 

Dalam transaksi e$le$ktronik, pe$laku usaha tidak te$rbatas pada satu je$nis 

produk saja. Me$re $ka dapat me$nawarkan be $rbagai je$nis barang dan jasa dalam 

satu platform. Ini me$nciptakan pe$luang bagi konsume$n untuk me$ne $mukan 

produk yang be$ragam tanpa harus be$rpindah dari satu toko ke$ toko lainnya 

se $cara fisik. Se $lain itu, produk digital se $pe$rti pe $rangkat lunak dan konte$n 

multime$dia juga dapat dijual se$cara online$. 

6. Ke $mudahan Akse$s 

Ke $mudahan akse$s adalah salah satu ke $untungan te$rbe $sar dari transaksi 

e $le$ktronik. pe$mbe$li dapat me$lakukan pe$mbe$lian kapan saja dan di mana saja 

se $lama me$re$ka me$miliki kone$ksi inte$rne $t. Hal ini sangat pe$nting di e$ra 

mode$rn saat ini, di mana banyak orang me$lakukan be$lanja me$lalui aplikasi 

mobile$ atau situs we$b re $sponsif. 

 
34 https://sis.binus.ac.id/2017/04/27/karakteristik-mobile-e-commerce/. Diakses Pada 9 

November 2024. Pukul 21.37 WIB 

https://sis.binus.ac.id/2017/04/27/karakteristik-mobile-e-commerce/
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7. Ke $amanan Transaksi 

Ke $amanan dalam transaksi e$le$ktronik me$njadi pe$rhatian utama baik bagi 

konsume $n maupun pe$laku usaha. Be$rbagai te$knologi e$nkripsi dan protokol 

ke $amanan te$lah dite$rapkan untuk me$lindungi data pribadi dan informasi 

pe $mbayaran pe$ngguna. Me $skipun de $mikian, risiko pe$ncurian data te$tap ada, 

se $hingga pe$nting bagi se$mua pihak untuk me$ne$rapkan langkah-langkah 

ke $amanan yang ke$tat. 

8. Pe $nggunaan Te$knologi Informasi 

Transaksi e$le$ktronik sangat be$rgantung pada te$knologi informasi untuk 

ope $rasionalnya. Siste$m manaje$me$n basis data, pe$rangkat lunak e$-comme $rce $, 

dan siste $m pe$mbayaran online$ adalah be $be $rapa contoh te$knologi yang 

digunakan untuk me$ndukung transaksi ini. Pe$nggunaan te$knologi ini tidak 

hanya me$mpe $rmudah prose$s te$tapi juga me$mungkinkan analisis data yang 

le$bih baik untuk me$mahami pe$rilaku pe$mbe $li.35 

9. Transparansi Informasi 

Dalam transaksi e$le $ktronik, informasi me$nge $nai produk, harga, dan ke$bijakan 

pe $nge$mbalian biasanya dise$diakan se$cara je$las di situs we$b atau aplikasi e$-

comme $rce $. Hal ini me$mbe$rikan transparansi ke $pada pe$mbe $li dalam me$mbuat 

ke $putusan pe$mbe$lian. Pe$mbe$li dapat de$ngan mudah me$mbandingkan harga 

dan kualitas produk dari be$rbagai pe$nye$dia se $be$lum me$lakukan pe$mbe $lian. 

10. Ke $puasan Pe $langgan 

Karakte$ristik lain dari transaksi e$le$ktronik adalah fokus pada ke$puasan 

pe $langgan. De$ngan adanya fitur se$pe $rti pe $nge$mbalian barang yang mudah, 

layanan pe$langgan yang re$sponsif, dan pe$nawaran khusus me$lalui e$mail atau 

aplikasi, pe$laku usaha be$rusaha untuk me$ningkatkan pe$ngalaman be$lanja 

pe $mbe$li agar te$tap loyal te$rhadap me$re $k me$re $ka. 

11. Dukungan Pe $mbayaran Be$ragam 

Transaksi e$le$ktronik me$ndukung be $rbagai me$tode $ pe$mbayaran yang 

me$mbe $rikan fle$ksibilitas ke$pada pe$mbe$li dalam me$milih cara pe$mbayaran 

 
35 https://www.kajianpustaka.com/2022/01/e-commerce.html#google_vignette. Diakses 

Pada 9 November 2024. Pukul 21.50 WIB 

https://www.kajianpustaka.com/2022/01/e-commerce.html#google_vignette
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yang paling nyaman bagi me$re $ka. Me $tode $ pe$mbayaran ini te$rmasuk kartu 

kre $dit/de$bit, transfe$r bank, cash on de$live$ry (COD), dompe$t digital (e$-walle$t) 

dan banyak lainnya. 

12. Adaptasi te$rhadap Pe$rubahan Pasar 

Pe $laku usaha dalam dunia e$-comme $rce$ harus mampu be$radaptasi de$ngan 

ce$pat te$rhadap pe $rubahan tre$nd pasar dan pre $fe $re$nsi pe $mbe $li. De$ngan 

me$nggunakan alat analitik digital, me$re$ka dapat me$mantau pe$rilaku pe$mbe$li 

se $cara re$al-time$ dan me$nye $suaikan strate$gi pe$masaran se$rta pe$nawaran 

produk me$re $ka se $suai ke$butuhan pasar.36 

 

Karakte$ristik transaksi e$le$ktronik me$nunjukkan bahwa ia me$rupakan inovasi 

signifikan dalam cara bisnis dilakukan di e$ra digital saat ini. De$ngan 

me$nghilangkan batasan ge$ografis, me$nye $diakan ke$ce$patan dan e$fisie$nsi tinggi, 

se $rta me$nawarkan akse$sibilitas yang le$bih baik bagi pe$mbe$li, transaksi e$le$ktronik 

te$lah me$re$volusi dunia pe$rdagangan. Namun de$ngan tantangan se$pe$rti ke$amanan 

data dan pe$rlunya ke$patuhan te$rhadap re $gulasi te$tap harus dipe$rhatikan ole$h 

se $mua pihak te$rkait agar e$kosiste $m e $-comme $rce $ dapat be$rke $mbang de$ngan se $hat 

dan be$rke $lanjutan. 

 

2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli Online 

2.3.1 Pengertian Jual Beli Online 

Pada transaksi jual be$li online$ (e$-comme $rce$), para pihak te$rkait di dalamnya 

me$lakukan hubungan hukum yang dicantumkan me$lalui suatu be$ntuk pe $rjanjian 

atau kontrak yang dilakukan se$cara e$le $ktronik dan se$suai de $ngan Pasal 1 butir 17 

UU Informasi dan Transaksi E$le $ktronik dikatakan se $bagai kontrak e$le$ktrinuk 

yaitu pe$rjanjian yang dimuat dalam dokume$n e $le $ktronik atau me$dia e$le$ktronik 

lainnya. Transaksi dapat dilakukan de$ngan ke$mudahan te$knologi informasi, tanpa 

adanya halangan jarak. Pe$nye$le$nggara transaksi e$le$ktronik dapat dilakukan baik 

dalam public ataupun privat. Se$be $lum me$lakukan transaksi, pe$mbe$li sudah harus 

me$ne $gtahui e$-mail yang dituju, je$nis barang cara dan cara dan jumlah yang akan 

 
36 Rachmadi Usman. “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”. Jurnal 

Yuridika Volume 32. No.1. Tahun.  2017. Hlm. 139. 
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dibe$li. Pe$mbe $li se$lanjutnya akan me$ne$rima konfirmasi dari pe$njual me$nge$nai 

barang yang dipe$san.37 

 

Jual be$li ialah suatu pe$rjanjian yang dimana pihak yang satu me$ngikatkan dirinya 

untuk me$nye$rahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk me$mbayar 

harga yang te$lah dise$pakati. Yang dijanjikan ole$h pihak yang satu (pe$njual) adalah 

me$nye $rahkan atau me$mindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, 

se $dangkan yang dijanjikan ole$h pihak lain ialah me$mbayar harga yang te$lah 

dise $tujui. 

 

Jual be$li me$rupakan suatu pe$rjanjian konse $nsual, artinya ia sudah dilahirkan 

se $bagai suatu pe$rjanjian yang sah pada saat te$rjadinya se$pakat pe$njual dan 

pe $mbe$li me$ne$gnai unsur-unsur yang pokok (e $se $nsial), yaitu barang dan harga. 

Sifat konse$nsual dari jual be$li ini di tunjukan pasa Pasal 1458 KUHPe $rdata yang 

be $rbunyi jual be$li dianggap te$lah te$rjadi antar ke$dua be$lah pihak pada saat me$re$ka 

te$lah me$ncapai se$pakat te$ntang barang dan harga, walapun barang itu be$lum 

dibe$rikan dan harga be$lum dibayarkan.38 

 

Pe $njual yang me$nawarkan barang atau jasa se $cara e$le$ktronik wajib me$nye $diakan 

informasi me$nge $nai syarat-syarat kontrak, produse $n dan produk se$cara le$ngkap 

dan be$nar. Pada Pasal 17 Undang-Undang Infornasi dan Transaksi E$le$ktronik ayat 

(1) “Pe$nye $le$nggara transaksi e$le$ktronik dapat dilakukan dalam lingkup public 

atau privat”. Ayat (2) Pasal te$rse $but me$nyatakan bahwa “para pihak yang 

me$lakukan transaksi e$le$ktronik se $bagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

be $ritikad baik dalam me$lakukan inte$raksi dan/atau pe$rtukaran informasi 

e $le$ktronik dan/atau dokume$n e$le $ktronik se$lama transaksi be$rlangsung”. 

 

Ole $h kare$na itu, pe$laku usaha be$rtanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang 

dipe$rdagangkan ke$pada pe$mbe $li. Se$bab tanggung jawab hukum me$rupakan 

ke $wajiban me$nanggung akibat me$nurut ke$te$ntuan hukum yang be$rlaku. 

Pe $rlindungan hukum sangat dipe$rlukan dalam pe$laksanaan jual be$li me$lalui e$-

 
37 Subekti. R. Aneka Perjanjian. Citra Aditya Bakti. Bandung.1999. Hlm 11 
38 Dimas Febrian Syaputra. “perlindungan Hukum Transaksi Elektronik E-commerce”. 

Jurnal. Fakultas Hukum. Surakarta. 11 Maret 2013. Hlm 65 
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comme $rce $ kare$na saat ini banyak te$rjadi pe$rbuatan me$lawan hukum dalam 

pe $laksanaan jual be$li online$. Be $rdasarkan be $be$rapa ke $le$bihan dan ke$kurangan jual 

be $li online$ dan jual be$li konve$nsional dije$laskan pada jual be$li konve$nsional 

pe $mbe$li bisa me$ndapatkan barang yang diinginkan, se$dangkan pada jual be$li 

online$ pe$mbe $li tidak bisa me$ndapatkan barang yang diinginkan se$pe $rti warna 

barang tidak se $suai gambar, pe$layanan pe $mbe$li dapat dilakukan de$ngan mudah 

se $pe $rti tuntutan pe$mbe$li dapat dise$le$saikan se $cara langsung, se$dangkan me$lalui 

online$ pe $nye$le $saian tuntutan pe$mbe $li tidak dapat dise$le $saikan se$cara langsung, 

kare$na pe $njual dan pe$mbe$li tidak be$rtatap muka dan pe$mbayaran me$lalui 

konve $nsional jual be$li le$bih aman dibandingkan jual be$li online$, pada jual be$li 

konve $nsional pe$mbe $li me$lakukan pe$mbayaran de$ngan cara tunai, untuk 

me$nghindari pe$nipuan dan tidak pe$rlu khawatir, se$dangkan pe$mbayaran jual be$li 

online$ dilakukan de$ngan pe$ngiriman e$le$ktronik, se$hingga sangat re$ntan untuk 

pe $nipuan. Be$rdasarkan ke$le$bihan dan ke$kurangan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa le$bih banyak te$rjadi wanpre$stasi me $lalui jual be$li online$. 

 

Pe $rjanjian jual be$li online$ adalah suatu ke$giatan bisnis yang me$nyangkut pe$mbe$li, 

munafaktur, se$rvice$ provide $rs, dan pe $dagang pe$rantara de$ngan me$nggunakan 

inte$rne $t. Pe$nge$rtian lain pe$rjanjian jual be$li online$ ialah suatu transaksi kome$rsial 

yang dilakukan antara pe$njual dan pe$mbe$li dalam suatu hubungan pe$rjanjian yang 

sama untuk me$ngirimkan se$jumlah barang, jasa dan pe$ralihan hak.39 Pada 

transaksi jual be$li me$lalui me$dia sosial, para pihak yang te$rkait Di dalamnya 

me$lakukan hubungan hukum yang diruangkan me$lalui suatu be$ntuk pe $rjanjian 

yang dilakukan se$cara e$le$ktronik. Pe $nge$rtian kontrak e$le$ktronik dalam Pasal 1 

angka 17 UU ITE $ yaitu “kontrak e$le$ktronik adalah pe$rjanjian para pihak yang 

dibuat me$lalui Siste$m E$le$ktronik”. Se $dangkan siste$m e$le $ktronik adalah 

se $rangkaian pe$rangkat dan prose$dur e$le $ktronik yang be$rfungsi untuk 

me$mpe $rsiapkan, me$ngumpulkan, me$nganalisis, me$nge $lolah, dan me$nye $barkan 

Informasi E$le $ktronik. Pe$laku usaha yang me $nawarkan barang dan jasa se$cara 

e $le$ktronik wajib me$nye$diakan barang jasa se $cara e$le$ktronik wajib me$nye $diakan 

 
39 Burhanuddin. Hukum Kontrak Syariah. BPFE. Yogyakarta. 2009. Hlm. 214 
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informasi me$nge $nai syarat-syarat kontrak, produse $n dan produk se$cara le$ngkap 

dan be$nar.  

1. Be $be$rapa Unsur-unsur dari E$-comme $rce $, yaitu; 

a. Adanya kontrak dagang. 

b. Kontrak itu dilaksanakan de$ngan me$dia e$le $ktronik. 

c. Ke $hadiran fisik dari para pihak tidak dibutuhkan. 

d. Kontrak itu te$rjadi dalam jaringan publik.  

e. Siste $m te$rbuka (inte$rne $t dan we$b). 

f. Kontrak itu te$rle $pas dari batas yuridiksi nasional.40 

 

2. Be $ntu-Be$ntuk Pe $rjanjian Jual Be$li 

Pada umumnya pe$rjanjian tidak te$rikat ke $pada suatu be$ntuk te$rte$ntu, dan dapat 

dibuat se$cara lisan ataupun tulisan yang dapat be$rsifat se $vagasi alat bukti apabila 

suatu saat nanti te$rjadi pe$se $lisihan. Untuk be $be$rapa pe$rjanjian te$rte$ntu Undang-

Undang me$ne $tukan suatu be$ntuk te$rte$ntu, se $hunga apabila be$ntuk itu tidak 

dituruti maka pe$rjanjian itu tidak sah. Maka dari itu be$ntuk te$rtulis tidaklah hanya 

se $mata-mata me$rupakan alat bukti saja, akan te$tapi me$rupakan syarat untuk 

adanya pe$rjanjian. Be$ntuk pe $rjanjian itu dibagi 2 yaitu; 

1) Lisan, ialah dilakukan se$cara lisan atau langsung dimana ke$dua be$lah pihak 

be $rse $pakat untuk me$ngikat dirinya me$lakukan pe$rjanjian jual be$li yang 

dilakukan se$cara lisan. 

2) Te$rtulis, ialah pe$rjanjian jual be$li dilakukan se $cara te$rtulis biasanya dilakukan 

de $ngan akta ote$ntik ataupun de$ngan akta dibawah tangan.41 

 

2.3.2 Para pihak Yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Online 

Transaksi online$ ini akan me$libatkan be$be $rapa pihak se$cara langsung atau tidak 

langsung, te$rgantung de $ngan komple$ksitas transaksi yang dilakukan. Pihak dalam 

jual be$li online$ te$rdapat dua pe$laku, yaitu me$rchant atau pe$laku usaha yang 

me$lakukan pe$njualan dan buye$r atau konsume $n yang be $rpe$ran se $bagai pe$mbe $li. 

Se $lain ada pe$laku usaha dan konsume$n, pada transaksi jual be$li me$lalui me$dia 

 
40 Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematik. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. 

Hlm. 277 
41 Satrio, J. Hukum Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. Hlm 10 
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inte$rne $t juga me$libatkan provide$r se $bagai pe$nye $dia jasa layanan jaringan inte$rne$t 

dan bank sarana pe$mbayaran.42 

Pihak-pihak yang akan te$rlibat dalam jual be $li online$ yaitu; 

a. Pe $njual, produse$n yang me$nawarkan produknya me$lalui inte$rne$t. Untuk 

me$njadi se$orang pe $njual, maka se$se $orang harus me $ndaftarkan dirinya se$bagai 

me $rchant account pada se$buah bank, te$ntunya ini agar me$rchant dapat 

me$ne $rima bayaran dari custome$r dalam be$ntuk cre$dit card.  

b. Pe $mbe$li, ialah orang-orang yang ingin me$ndapatkan barang/jasa me$lalui 

pe $mbe$lian se$cara online$. Pe $mbe $li ini yang akan me$mbe $li produk di inte$rne $t 

atau me$dia sosial dapat be$rstatus pe$rorangan atau pe$rusahaan. Jika pe$mbe $li 

me$rupakan pe$rorangan, maka yang pe$rlu dilihat dalam transaksi online$ adalah 

bagaimana siste$m pe$mbayaran yang digunakan, apakah pihak pe$mbe$li 

me$lakukan pe$mbayaran de$ngan kartu kre$dit ataupun se$cara cash.  

c. Pihak pe $rantara pe$ngantar barang/jasa (kurir), yaitu se$se $orang yang be $rse $dia 

me$ngantarkan barang/jasa ke$pada pihak pe $mbe$li. 

 

2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli 

Hak dan Ke$wajiban adalah dua hal yang saling be$rtimbal balik dalam suatu 

transaksi. Hak salah satu pihak me$rupakan ke$wajiban dari pihak lain, be$gitu pun 

se $baliknya ke$wajiban salah satu pihak me$njadi hak bagi pihak lain. Se$cara umum 

pe $nge$rtian hak adalah se$suatu yang kita te$rima, se$dangkan ke$wajiban adalah 

se $suatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.43 Be$rikut Hak dan Ke$wajiban 

pe $mbe$li :  

1) Hak atas ke$nyamanan, ke$amanan dan ke $se $lamatan dalam me$ngkonsumsi 

barang dan/atau jasa. Hak untuk me$milih barang dan/atau jasa se$rta 

me$ndapatkan barang dan/atau jasa te$rse $but se$suai de $ngan nilai tukar dan 

kondisi se $rta jaminan yang dijanjikan;  

 
42 Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Waralaba. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2001. 

Hlm. 35 
43 Ibid. Hlm. 61 
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2) Pe $rlindungan atas haknya untuk me$ndapatkan informasi. Pe$mbe$li harus 

dibe$rikan informasi yang le$ngkap, je$las, dan jujur te$ntang barang yang me$re $ka 

be $li untuk ke$mudian dikonsumsi. 

3) Pe $rlindungan akan haknya untuk dide$ngar. Masyarakat se$bagai pe$mbe$li juga 

me$mpunyai ke$luhan dan saran atas suatu barang, se$hingga ke$luhan/complain 

dan sarannya wajib dide$ngar ole $h pe $laku usaha.  Hal ini dise $babkan ole$h 

hubungan timbal balik yang ada antara pe $mbe$li dan pe $njual. Pe$laku usaha 

me$nggunakan slogan "pe$mbe $li adalah raja" di sini. 

4) Pe $rlindungan hak konsume$n untuk me$milih produk. Pe$mbe$li  be$rhak me$milih 

produk yang se $suai de$ngan ke$mampuan ke $uangan, ke$butuhan, dan se$le $ranya.  

Pe $rlindungan atas haknya untuk dilayani de$ngan be$nar, jujur, dan tidak 

diskriminatif. Ini be$rkaitan de$ngan posisi konsume $n yang sangat pe$nting bagi 

produse $n. Pe$rdagangan tidak akan te$rjadi jika tidak ada pe$mbe$li yang mau 

me$mbe $li barang dan jasa yang dijual produse $n; jika tidak, produse$n akan 

bangkrut. 

5) Pe $rlindungan atas hak untuk me$ne$rima ganti rugi dan/atau pe$nggantian jika 

barang yang dite$rima tidak se$suai de$ngan pe$rjanjian atau tidak se$bagaimana 

me$stinya.  

6) Hak atas informasi yang be$nar, je$las dan jujur me$nge$nai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa;  

7) Hak untuk dide$ngar pe$ndapat dan ke$luhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

8) Hak untuk me$ndapatkan advokasi, pe$rlindungan dan upaya pe$nye $le$saian 

se $ngke $ta pe$rlindungan konsume$n se $cara patut;  

9) Hak untuk me$ndapat pe$mbinaan dan pe$ndidikan konsume$n;  

10) Hak untuk dipe $rlakukan atau dilayani se $cara be$nar dan jujur se $rta tidak 

diskriminatif; 

11) Hak untuk me$ndapatkan kompe$nsasi, ganti rugi/pe$nggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang dite$rima tidak se$suai de$ngan pe$rjanjian atau tidak 

se $bagaimana me$stinya;  

12) Hak-hak yang diatur dalam ke$te $ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan lainnya. 
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Maka se$bagai pe$mbe$li me$miliki be$rbagai hak dalam tindakan pe$mbe$lian barang 

se $rta adanya be$rbagai pe$rlindungan hukum.  

 

Maka Ke $wajiban para pe$mbe $li se$bagai be$rikut:  

1) Me $mbaca atau me$ngikuti pe$tunjuk informasi dan prose $dur pe$makaian atau 

pe $manfaatan barang dan/atau jasa, de$mi ke $amanan dan ke$se $lamatan.  

2) Be $ritikad baik dalam me$lakukan transaksi pe $mbe$lian barang dan/atau jasa. 

3) Me $mbayar se$suai de$ngan nilai tukar yang dise $pakati.  

4) Me $ngikuti upaya pe$nye $le$saian hukum se $ngke$ta pe$rlindungan konsume$n 

se $cara patut. 

Be $rdasarkan pe$nje$lasan diatas maka tampak bahwa hak dan ke $wajiban pe$laku 

usaha be$rtimbal balik de$ngan hak dan ke $wajiban pe$mbe$li. Ini be$rarti hak bagi 

para pihak adalah ke$wajiban yang harus dipe$nuhi ole$h pe$laku usaha. De$mikian 

pula de$ngan ke $wajiban pe$mbe $li me$rupakan hak yang akan dite$rima pe$laku usaha. 

Bila dibandingkan de$ngan ke$te$ntuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum 

Pe $rdata, Kare$na harus me$lakukan ke$giatan usaha de$ngan itikad baik, ia juga harus 

mampu me$nciptakaniklim usaha yang kondusif, tanpa pe$rsaingan yang curang 

antar pe$laku usaha.44 

 

Hak dan Ke $wajiban Pe$laku Usaha 

1) hak untuk me$ne $rima pe$mbayaran yang se $suai de$ngan ke$se $pakatan me$nge $nai 

kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang dipe$rdagangkan. 

2) hak untuk me$ndapatkan pe$rlindungan hukum dari tindakan pe$mbe$li yang 

be $ritikad tidak. 

3) hak untuk me$lakukan pe$mbe$laan diri se$patutnya di dalam pe$nye$le $saian hukum 

se $ngke $ta.  

4) hak untuk re $habilitasi nama baik apabila te$rbukti se $cara hukum bahwa 

ke $rugian pe$mbe$li tidak diakibatkan ole $h barang atau jasa yang 

dipe$rdagangkan.  

 
44 Mertokusumo Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cet. Kedua. (Yogyakarta: 

Liberty. 1999. Hlm. 33 
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5) hak-hak yang diatur dalam ke$te$ntuan pe $raturan pe$rundang-undangan 

lainnya.45 

 

Pe $laku usaha juga me$miliki be$be $rapa ke $wajiban pe$laku usaha yaitu se$bagai 

be $rikut: 

1) Be $ritikad baik dalam me$lakukan ke$giatan usahanya.  

2) Me $mbe$rikan informasi yang be$nar, je$las dan jujur me$nge$nai kondisi dan 

jaminan barang dan atau jasa se$rta me$mbe $rian pe$nje$lasan pe $nggunaan, 

pe $rbaikan dan pe$me$liharaan.  

3) Me $mpe$rlakukan atau me$layani konsume$n se $cara be$nar dan jujur se$rta tidak 

diskriminatif.  

4) Me $njamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau 

dipe$rdagangkan be$rdasarkan ke$te $ntuan standar mutu barang dan atau jasa 

yang be$rlaku.  

5) Me $mbe$ri ke $se $mpatan ke$pada pe$mbe$li untuk me$nguji, dan atau me$ncoba 

barang dan atau jasa te$rte$ntu se $rta me$mbe $ri jaminan dan atau garansi atas 

barang yang dibuat dan atau yang dipe$rdagangkan.  

6) Me $mbe$ri kompe $nsasi, ganti rugi dan atau pe $nggantian atas ke$rugian akibat 

pe $nggunaan, pe$makaian dan pe$manfaatan barang dan atau jasa yang 

dipe$rdagangkan.  

7) Me $mbe$ri kompe$nsasi, ganti rugi dan atau pe $nggantian apabila barang dan atau 

jasa yang dite$rima atau dimanfaatkan tidak se $suai de$ngan pe $rjanjian.46 

 

2.3.4 Metode Cash on Delivery (COD) dalam Perjanjian Jual Beli Online 

Cash on de $live$ry me $nurut bahasa yaitu cash me $mpunyai arti tunai, se$dangkan on 

yaitu saat, padan dan lainnya. De$live$ry adalah pe$ngiriman. Maka COD yaitu 

me$rupakan suatu pe$mbayaran se$cara tunai yang dilaksakan pada waktu barang 

yang dipe$san atau dibe$li te$lah sampai ke$tujuan, de$ngan kata lain COD juga dapat 

 
45 Ahmadi Miru. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2008., 

Hlm. 38. 
46 Desy Ary Setyawati Dkk.”Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab 

Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi elektronik” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kuala. 

Vol.1(3). Des. 2017. Hlm 35 
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dikatakan se $bagai transaksi jual be$li de$ngan be $rte$mu langsung de $ngan pihak 

produse $n dan konsume$n. 

 

COD be $rarti harga suatu barang yang te$lah dibe$li pe$mbayarannya harus se$jumlah 

de $ngan harga faktur pada waktu pe$mbe$li me$ne $rima barang yang dikirim. Dalam 

prose $s transaksi jual be$li de$ngan siste$m pe$ngiriman atau COD me$rupakan 

pe $ne$ntuan harga, maka tawar-me$nawar yang dilakukan yaitu pada saat se$be$lum 

adanya pe$rte$muan antara ke$dua be$lah pihak. Maka prose $dur dalam pe$nggunaan 

me$tode $ se $cara COD pada jual be$li online$, yaitu pada saat pihak pe$mbe $li se$dang 

me$lakukan che$ckout, jadi pihak pe$njual diharuskan te$lah me$laksanakan untuk 

me$ngirimkan barang yang te$lah dipilih ole$h puhak pe$mbe $li. 47 

 

Te$tapi pihak pe$mbe$li juga be$lum me$mpunyai ke$wajiban me$laksanakan 

pe $mbayaran kare$na dalam pe$mbayaran nati akan dibe$rikan ke$pada kurir yang 

me$ngantarkan jasa pe$ngiriman yang dipilih de$ngan me$nggunakan uang se $cara 

tunai. Se$te$lah barang dite$rima ole$h pe$mbe$li maka akan me$mbayarnya ke$pada 

kurir te$rse $but. 

 

Jika be $rke$inginan untuk be$lanja online$ de $ngan siste $m COD harus me $mpe $rhatikan 

be $be$rapa hal yaitu; 

1. Untuk alamat harus dipastikan te$rle $bih dahulu apakah alamat sudah se$suai dan 

te$rmasuk ke $dalam jangkauan pe$ngiriman ole$h e $kpe $disi. 

2. Dalam siste$m pe $mbayaran COD pe $milik toko harus me $mbuat me$tode $ 

pe $mbayaran tunai. 

3. Dalam me$tode$ COD tidak ada minimal pe $mbe$lian namun me$mpunyai batas 

maksimal agar bisa me$nggunakan siste$m COD. 

 

2.3.5 Cara Sistem Pembayaran pada Transaksi Cash on Delivery (COD) 

Cara pe$mbayaran di te$mpat biasanya dike $nal de$ngan istilah cash on de$live$ry 

(COD) adalah salah satu cara pe$mbayaran banyak disukai ole$h masyarakat. 

Kare $na cara pe$mbayaran ini sangat me$mudahkan pe$mbe$li yang tidak me$mpunyai 

 
47 Adi Sulistiyo Nugroho. E-commerce Teori dan Implementas Ekuilibria. Yogyakarta. 

2016. Hlm.107 
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banking atau mobile$ banking. Te $tapi juga hal ini me$miliki ke$kurangan bagi pihak 

pe $njual, kare$na akan me$ne$rima uang se$te $lah barang pe$sanan sampai ke$ tangan 

pe $mbe$li, itu juga kalau pe$mbe$li jadi me $mbe$li produk yang te$lah diantarkan. 

Se $tiap pe$nge $mbalian barang harus me $lalui prose$dur yang te $lah dite$tapkan. 

Adapun tata cara pe$mbayaran pada transaksi e $le$ktronik dalam siste$m cash on 

de $live$ry (COD) se $bagai be$rikut :  

1. Pe $mbe$li harus te$rle$bih dahulu me$me $san barang me$lalui online$. 

2. Pe $njual akan me$ngirim barang me$lalui jasa atau dise$but kurir. 

3. Kurir akan me$nye$rahkan barang ke$pada pe $mbe$li. 

4. Pe $mbe$li akan me$nye $rahkan se$jumlah uang ke $pada kurir. 

5. Lalu kurir akan me$nye $torkan uang tunai ke $ kantor pe$rusahaan logistic. 

6. Pe $rusahaan logistic akan me$nye $rahkan uang tunai ke$pada pe$masok atau 

marke $tplace$.48 

 

2.3.6 Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Jual Beli Online 

Pada prinsipnya prose$s transaksi jual be$li se $cara e$le$ktronik atau online$ tidak jauh 

be $rbe$da de $ngan transaksi jual be$li tatap muka pada umumnya. Kontrak atau 

kontrak pe$mbe$lian se$cara e$le$ktronik tidak dapat dipisahkan dari Pasal 1313 

KUHPe $rdata  yang me$nyatakan bahwa “Pe $rjanjian adalah suatu pe$rbuatan yang 

dilakukan atas nama satu orang atau le$bih dan me $rupakan suatu pe$rbuatan janji 

ke $pada satu orang atau le$bih”. Jual be $li online$ te $rjadi ke$se $pakatan antara pe$njual 

dan pe$mbe$li me$lalui flatfrom digital. Ke$se $paktan ini ditandai be$be$rapa langkah 

se $bagai be$rikut:  

a. Pe $nawaran, dilakukan ole$h pe$njual atau pe $laku usaha me$lalui me$dia sosial. 

Pe $njual atau pe$laku usaha te$lah me$nye $diakan store$front yang be$rupa katalog 

yang dapat dilihat ole$h pe$mbe $li yang te$lah ditawarkan ole$h pe $njual. 

Ke $untungan dari jual be$li online$ ini adalah pe$mbe$li dapat be$rbe $lanja kapan 

saja tanpa harus datang ke$toko se $cara langsung dan tanpa dibatasi ruang dan 

waktu. Pe $nawaran dalam se $buah we$bsite$ biasanya me$nampilkan barang-

barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis te$ntang barang 

 
48 https://majoo.id/solusi/detail/cash-on-delivery-atau-cod. Diakses pada 13 Oktober. 

Pukul 20.25 WIB 

https://majoo.id/solusi/detail/cash-on-delivery-atau-cod
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yang diisi ole$h pe $mbe$li se$be $lumnya, spe$sifikasi barang te$rmaksud dan me$nu 

produk lain yang be$rhubungan pe$nawaran me$lalui inte$rne $t te$rjadi apabila 

pihak lain yang me$nggunakan me$dia inte $rne$t me$masuki situs milik pe$njual 

atau pe$laku usaha yang me$lakukan pe$nawaran. Ole$h kare$na itu, apabila 

se $se $orang tidak me$nggunakan me$dia inte $rne$t dan me$ngunjungi situs milik 

pe $laku usaha yang me$nawarkan se$buah produk, maka tidak dapat dikatakan 

ada pe$nawaran.49 

b. Pe $ne $rimaan, se $mua pe$ne $rimaan yang hasilkan bisa dilakukan te$rgantung 

pe $nawaran yang te$rjadi. Jika pe$nawaran diajukan me$lalui alamat e$-mail, maka 

pe $ne$rimaan juga dilakukan me$lalui e$-mail. Pe $nawaran hanya ditujukan pada 

alamat e$-mail te$rte $ntu se $hingga hanya pe $milik e$-mail te $rse $but yang akan 

me$ne $rima pe$nawaran. Pe$nawaran me$lalui we$bsite$ ditujukan untuk se$luruh 

masyarakat yang me$mbuka we$bsite$ te$rse $but, siapa saja dapat masuk ke$ dalam 

we $bsite$ yang be$risikan pe$nawaran atau suatu barang yang ditawarkan ole$h 

pe $njual atau pe$laku usaha. Se $tiap individu yang te $rtarik untuk me$mbe$li barang 

yang ditawarkan dapat be$rne $gosiasi de$ngan pe$njual atau pe$laku usaha yang 

me$nawarkan barang te$rse $but. Pada transaksi jual be$li e$le$ktronik, te$rutama 

me$lalui we$bsite $, calon pe$mbe$li akan me$milih barang yang ditawarkan ole$h 

pe $njual. Jika te$rtarik untuk me$mbe$li, barang akan disimpan sampai pe$mbe$li 

yakin de$ngan pilihannya dan me$lakukan pe $mbayaran.  

c. Pe $mbayaran dapat dilakukan baik se $cara langsung maupun tidak 

langsung, misalnya me$lalui fasilitas inte$rne$t, namun te$tap be$rtumpu 

pada ke$uangan nasional, yang me$ngacu pada siste$m ke$uangan lokal. Cara 

pe $mbayaran dapat diklasifikasikan dalam be $ntuk transaksi mode$l ATM, 

pe $mbayaran dua pihak tanpa pe$rantara, dan pe $mbayaran de$ngan pe $rantaraan 

pihak ke$tiga. Jika pe$njual dan pe$mbe $li be $rbe$da, pe $mbayaran dapat dilakukan 

me$lalui account to account atau transfe $r antar re$ke $ning. Be$rdasarkan 

ke $majuan te$knologi, pe$mbayaran bisa dilakukan me$lalui kartu kre$dit de$ngan 

cara me$masukkan nomor kartu kre$dit pada formulir yang dise$diakan ole$h 

pe $njual dalam pe$nawarannya. 

 
49 Dahlan. “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di 

Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Jurnal JHM Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung Vol. 4 No. 1 April 2023. Hlm. 5 
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d. Pe $ngiriman, dilakukan se $te$lah pe$mbayaran atas barang yang ditawarkan ole$h 

pe $njual ke$pada pe$mbe $li. Pe$mbe$li be$rhak me$ne $rima barang te$rse $but. Pada 

ke $nyataannya, barang yang dijadikan obye $k pe$rjanjian dikirimkan ole$h 

pe $njual ke$pada pe$mbe$li de$ngan biaya pe$ngiriman se$bagai mana te$lah 

dipe$rjanjikan antara pe$njual dan pe$mbe$li.50 

e. Konfirmasi, siste$m me$ngirimkan konfirmasi pe$sanan ke$pada ke$dua be$lah 

pihak. 

 

 Gambar 1: Prose$s te $rjadinya kontrak pe$njualan (sale$s contract) 

 

Sumbe $r : Google$.com 

 

Pe $rjanjian jual be$li online$ umumnya be$rakhir ke$tika: 

a. Barang dite$rima pe$mbe$li: Pe$mbe $li te$lah me$ne $rima barang se$suai de $ngan 

pe $sanan. 

b. Ke $dua be$lah pihak se$pakat me$mbatalkan: Baik pe$njual maupun pe$mbe$li 

dapat se$pakat untuk me$mbatalkan transaksi. 

c. Salah satu pihak me$langgar pe$rjanjian: Misalnya, pe$njual tidak me$ngirimkan 

barang atau pe$mbe $li tidak me$lakukan pe$mbayaran atau me$mbatalkan se$te$lah 

barang dikirim. 

 

 
50 Subekti. Ibid. Hlm 232 
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Be $be$rapa aspe$k hukum yang pe$rlu dipe$rhatikan dalam pe$rjanjian jual be$li online$: 

1. Bukti transaksi: Simpan se$mua bukti transaksi se $bagai bukti kuat jika te$rjadi 

se $ngke $ta. 

2. Pe $rlindungan konsume$n: Konsume $n me$miliki hak untuk me$ndapatkan barang 

se $suai de$ngan yang dijanjikan. 

3. Tanggung jawab pe$njual: Pe$njual be$rtanggung jawab atas kualitas dan 

ke $aslian barang yang dijual.51 

 

Pe $rjanjian jual be$li online$ te$lah me$njadi bagian inte$gral dari ke$hidupan mode$rn. 

Me $mahami dasar-dasar hukum yang me$ngatur transaksi online$ sangat pe$nting 

untuk me$lindungi hak dan ke$wajiban ke$dua be$lah pihak. Prose$s jual be$li online$ 

me$lalui e$-comme $rce $ me$libatkan prose$s pe $nawaran dan pe$rse $tujuan je$nis barang 

yang dibe$li. Pe$njual me$ne $rima pe$rse $tujuan barang yang dipilih, dan pe$mbe$li 

me$ngonfirmasi pe$mbayaran. Se$lanjutnya, pe $njual me$ngirim barang ke$ alamat 

pe $mbe$li. Se$te$lah se$mua prose$s te $lah dilalui, te$rmasuk prose $s pe$nawaran, 

pe $mbayaran, dan pe$nye $rahan barang, maka pe$rjanjian dianggap se$le$sai atau 

be $rakhir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 https://www.exim.web.id/index.php/2008/11/17/proses-terjadinya-kontrak-penjualan-

sales-contract/?hl=id-ID Diakses Pada 20 Januari 2025. Pukul 09.24 WIB 

https://www.exim.web.id/index.php/2008/11/17/proses-terjadinya-kontrak-penjualan-sales-contract/?hl=id-ID
https://www.exim.web.id/index.php/2008/11/17/proses-terjadinya-kontrak-penjualan-sales-contract/?hl=id-ID
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2.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke $te$rangan: Tanggung jawab pe$njual dalam pe$rjanjian jual be$li online$ de $ngan 

me$tode $ cash on de$live$ry (COD) me $ncakup be $rbagai aspe$k pe $nting yang harus 

dipe$nuhi untuk me$njaga ke$pe $rcayaan pe$mbe$li dan ke$lancaran transaksi. Pe$rtama, 

pe $njual harus me$nye$diakan barang yang se $suai de $ngan de $skripsi, me$mastikan 

kualitasnya agar tidak me$nge $ce$wakan pe $mbe$li. Informasi yang je$las me$nge $nai 

syarat pe$mbayaran cash on de$live$ry (COD) juga pe$nting agar pe$mbe$li me$mahami 

prose $s transaksi. Pe$nge $masan barang harus dilakukan de$ngan baik untuk 

me$nce $gah ke$rusakan se$lama pe$ngiriman, dan pe$njual wajib me$nye$rtakan faktur 

se $bagai bukti transaksi agar transparansi te $rjaga. Dalam hal te$rjadi pe$nolakan dari 

pe $mbe$li, pe$njual harus siap me$nangani situasi te$rse $but, te$rmasuk me$mbe$rikan 

solusi yang me$muaskan. Komunikasi yang baik de$ngan kurir sangat pe$nting untuk 

me$mastikan pe$ngiriman te$pat waktu, se$hingga pe$mbe $li me$rasa puas. Se$lain itu, 

Pembeli 
Penjual 

Transaksi Online 

Cash On Delivery 

(COD) 

Bentuk dari tanggung jawab 

penjual terhadap barang 

yang dibeli konsumen tidak 

sesuai dalam sistem cash on 

delivery (COD). 

 

Akibat hukum apabila 

pembeli secara sepihak 

membatalkan atau menolak 

menerima pesanan dalam 

sistem cash on delivery 

(COD). 
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pe $njual harus me$miliki ke$bijakan pe$nge$mbalian barang yang je$las jika produk 

yang dite$rima tidak se$suai atau me$ngalami cacat te$rse $mbunyi, se $suai de$ngan 

ke $te$ntuan hukum pe$rlindungan pe$mbe$li.Pe $layanan pe$langgan yang re$sponsif juga 

me$njadi kunci dalam me$njaga hubungan baik de $ngan pe$mbe $li, te$rutama dalam 

me$nangani ke$luhan atau pe$rtanyaan te$rkait produk dan prose$s cash on de $live$ry 

(COD). De $ngan me $me$nuhi se $mua tanggung jawab ini, pe$njual dapat 

me$ningkatkan re$putasi bisnisnya se$rta me$mbangun ke$pe $rcayaan di kalangan 

pe $mbe$li dalam transaksi online$. 

 

 



 
 

 

 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

 

Me $tode$ me$me $gang pe$ran pe$nting dalam me$ncapai suatu tujuan, te$rmasuk juga 

me$tode $ dalam suatu pe$ne$litian. Me$tode$ pe$ne $litian yang dimaksud adalah cara-cara 

me$laksanakan pe$ne$litian (yaitu me$liputi ke $giatan-ke$giatan me$ncari, me$ncatat, 

me$rumuskan, me$nganalisis sampai me$nyusun laporan) be$rdasarkan fakta-fakta 

atau ge$jala-ge$jala se$cara ilmiah se$hingga dapat me$njawab pe$rmasalahan se$suai 

de $ngan fakta yang dapat dipe$rtanggung jawabkan ke$be $narannya.52 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Je $nis Pe $ne $litian ini me$mpe$rgunakan me$tode $ pe$ne $litian hukum normatif yaitu cara 

yang dipakai dalam pe$ne$litian hukum me$lalui pe$ne $litian bahan pustaka. Pe$ne $litian 

hukum normatif, yang dite$liti hanya data se $kunde$r atau bahan pustaka, yang 

me$liputi bahan hukum prime$r, se $kunde $r dan te$rsie$r.53 Pe $ne $litiam hukum normatif 

juga dise$but pe$ne $litian doktrinal, dimana hukum se$ringkali dikonse$pkan se $bagai 

apa yang te$rtulis dalam pe$raturan pe$rundang-undangan atau dikonse$pkan se $bagai 

kaidah atau norma yang me$rupakan patokan be$rprilaku manusia yang dianggap 

pantas.54 

  

 
52 Abdulkadir Muhamad. Op. Cit. Hlm. 3 
53 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 2007. Hlm 35 
54 Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitan Hukum. Jakarta:Raja 

Grafindo Persada. 2006. Hlm 15 
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3.2 Tipe Penelitian 

Tipe$ pe $ne$litian yang digunakan pe$nulis adalah tipe$  pe $ne$litian de$skriptif. 

Pe $ne $litian de$skriptif adalah suatu je$nis pe $ne$litian yang be$rtujuan untuk 

me$mbe $rikan gambaran (de$skripsi) dari suatu fe$nome$na te$rte $ntu se $cara obye$ktif.55 

Pada dasarnya pe$ne $litian de$skriptif adalah pe$ne$litian yang be$rusaha 

me$nde $skripsikan se $suatu, misalnya situasi dan kondisi de$ngan hubungan yang 

ada, pe$ndapat-pe$ndapat yang be$rke$mbang, akibat atau e$fe $k yang te$rjadi dan 

se $bagainya.56 Pada pe$ne $litian ini me$nje$laskan me$nge $nai tanggung jawab pe$njual 

dalam pe$rjanjian jual be$li se$cara online$ de $ngan me$tode$ cash on de $live$ry. 

 

3.3 Pendekatan Masalah 

Di dalam pe$ne $litian hukum te$rdapat be$be $rapa pe$nde $katan. De$ngan pe$nde $katan 

te$rse $but, pe$nulis akan me$ndapatkan informasi dari be$bagai aspe$k me$nge$nai isu 

yang se $dang dicoba untuk dicari jawabnya.57 Je $nis Pe $nde $katan yang digunakan 

dalam pe$ne $litian ini yaitu:  

 

1. Pe $nde $katan Pe$rundang-Undangan (The$ Statute$ Approach) 

Pe $nde $katan ini dilakukan de$ngan me$ne$laah se $mua pe$raturan pe$rundang-undangan 

yang be $rsangkut paut de$ngan pe $rmasalahan (isu hukum) yang se $dang dibahas. 

Me $nurut Jhonny Ibrahim pe$ne $liti hukum normatif harus me$nggunakan 

pe $nde$katan pe$rundang-undangan, kare$na yang akan dite$liti adalah be$rbagai aturan 

hukum yang me$njadi fokus pe$ne $litian.58 Pe $nde$katan pe$rundang-undangan 

me$rupakan pe$ne$litian yang me$ngutamakan bahan hukum yang be$rupa pe$raturan 

pe $rundang-undangan se $bagai bahan acuan dasar dalam me$lakukan pe$ne $litian. 

Pe $nde $katan pe$rundang-undangan (statute$ approach) biasanya digunakan untuk 

me$ne $liti pe$raturan pe$rundang-undangan yang dalam pe$normaannya masih 

te$rdapat ke$kurangan. Pe$nde $katan ini dilakukan de$ngan me$ne $laah se$mua pe$raturan 

 
55 ibid. Hlm. 25 
56 Rusandi dan Muhammad Rusli “Merancang Penelitian kualitatif Dasar Atau Deskriptif 

dan Studi Kasus” Jurnal Hukum Vol.2.No.1. 2021. Hlm 
57 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2024. Hlm. 133 
58 Johni Ibrahim. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia 

Publishing. 2007. Hlm. 300 
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pe $rundang-undangan yang be$rsangkutan  de $ngan pe$rmasalahan (isu hukum) yang 

se $dang dihadapi.59 

 

2. Pe $nde $katan Normatif Analitis Substansi Hukum 

Pe $nde $katan normatif analitis substansi hukum me$rupakan pe$ne $litian yang 

me$mfokuskan pada substansi hukum, yang dilakukan de$ngan me$lakukan analisis 

hukum.60 Pe $nde $katan ini dilakukan de$ngan me$ne $laah substansi hukum yaitu 

pe $raturan pe$rundang-undangan yang be$rsangkut paut de$ngan pe$rmasalahan yang 

se $dang dihadapi.61 Konse $p dalam pe $ne$litian ini yaitu bagaimana be$ntuk upaya 

dari tanggung jawab pe$njual dalam pe$rjanjian jual be$li se$cara online$ de$ngan 

me$tode $ cash on de $live$ry se $suai de $ngan apa yang te$lah dite$ntukan ole$h hukum, dan 

tidak bole$h me $nyimpang dari apa yang te$lah dite$ntukan ole$h Hukum. 

 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

Data dalam pe$ne$litian ini adalah data se$kunde $r.  Me $nyatakan bahwa data se$kunde$r 

pada dasarnya adalah data normatif te$rutama yang be$rsumbe$r dari pe $rundang-

undangan. Data se$kunde $r biasanya dipe $role$h dari studi pustaka dan studi 

dokume$n, de $ngan cara me$ngumpulkan data dari be$rbagai sumbe$r bacaan be$rupa 

pe $raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku dan bahan pustaka atau lite$ratur ilmu 

hukum yang be $rke$naan de$ngan pe $rmasalahan  yang dite$liti.62 Contoh sumbe $r data 

se $kunde $r adalah buku bacaan, buku te$ks, dan e$nsiklope$dia.63 Data se$kunde$r te$rdiri 

dari : 

1. Bahan hukum prime$r; 

Bahan hukum prime$r adalah bahan hukum yang te$rdiri atas pe$raturan 

pe $rundang-undangan yang be$rhubungan de $ngan pe$ne $litian ini yaitu; 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 te$ntang Pe $rubahan Ke$tiga atas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 te$ntang pe$rubahan ke$dua atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 te $ntang Informasi dan Transaksi 

E $le$ktronik (ITE$). 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pe$rdata (KUHPe $rdata). 

 
59 Saifulanam dkk. Pendekatan Perundang-Undangan dalam Penelitian Hukum. 2017  
60 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit. Hlm.113. 
61 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2024. Hlm. 134 
62 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit. Hlm 151 
63 Ibid. Hlm. 82. 
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2. Bahan hukum se$kunde $r; yaitu suatu bahan hukum yang me$ne $rangkan te$ntang 

bahan hukum prime$r se$pe $rti hasil karya ilmiah, hasil dari pe$ne $litian hukum 

maupun bahan lite$ratur yang me$miliki ke $re $le$vanan de$ngan pe $rmasalahan yang 

diambil dalam pe$ne$litian ini. 

3. Bahan hukum te$rsie $r; me$rupakan bahan hukum yang akan me $mbe$rikan 

pe $nje$lasan dan pe$tunjuk yang be $rkaitan de $ngan bahan hukum prime$r dan 

se $kunde $r se $pe$rti kamus, e$nsiklope$dia dan se $bagainya. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Pe $ngumpulan data dalam pe$ne $litian ini dilakukan de$ngan cara studi ke $pustakaan 

(Library re $se $arch). Studi ke $pustakaan juga be$rarti te$knik pe $ngumpulan data 

de $ngan me$lakukan pe$ne $laahan te$rhadap buku, lite$ratur, catatan, se$rta be$rbagai 

laporan yang be$rkaitan de$ngan masalah yang ingin dipe$cahkan. Me$nurut 

Sarwono, studi ke$pustakaan juga dapat me $mpe$lajari be$rbagai buku re$fe $re$nsi se $rta 

hasil pe$ne $litian se $be$lumnya yang se $je$nis yang be $rguna untuk me $ndapatkan 

landasan te$ori me$nge $nai masalah yang akan dite$liti.64  

 

3.6  Metode Pengolahan Data 

Pe $ngolahan data dalam pe$ne $litian ini dilakukan de$ngan cara : 

 

a. Pe $me$riksaan data 

Pe $me$riksaan data adalah me$me$riksa data yang te$lah dikumpulkan dan 

me$mastikan bahwa data yang dipe$role $h cukup be$nar dan se $suai de$ngan 

pe $rmasalahan yang dite$liti ole$h pe $nulis. Pe $me$riksaan data dilakukan de$ngan 

me$ne $liti data yang dipe$role$h, dari ke $je$lasan makna dan ke$se $suainnya de$ngan data 

 
64 Aris Dwi Cahyono. Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit. Jurnal Ilmiah Pemenang Vol.2 No. 2. 2020 Hlm. 

32 
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yang lain.65 Pe $nulis me$ngumpilkan data ke$mudian me$nganalisis dan me$mastikan 

bahwa data yang dite$rima te$lah je$las dan se $suai de$ngan pe$rmasalahan yang 

dite$liti. 

b. Klasifikasi data 

Klasifikasi data dilakukan de$ngan me$mbaca se$luruh data se$cara me$ndalam, se$rta 

me$nge $lompokkan data yang dipe$role $h de$ngan bidang pokok bahasan agar 

me$mudahkan dalam prose$s analisa me$njawab pe $rmasalahan. 

c. Pe $nyusunan data 

Pe $nyusunan data adalah ke$giatan pe$nyusunan dan me $ne$mpatkan data yang 

dipe$role $h pada tiap-tiap pokok bahasan de $ngan susunan yang siste$matis se$hingga 

me$mudahkan ke$tika prose$s tahapan pe$mbahasan.66 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pe$ne $liti adalah me$tode $ analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif me$ngungkapkan apa adanya dalam ke$adaan se$wajarnya kare$na se $suai 

ke $nyataan yang ada di lapangan. Analisis kualitatif le$bih dalam me$ngkaji makna 

dibalik fakta yang dite$mukan. Analisis data me$rupakan te$knik analisa yang se$cara 

nyata digunakan dalam pe$ne $litian be$se $rta alasan pe$nggunaannnya. Masing-masing 

te$knik analisis bahan hukum diuraikan pe$nge$rtiannya dan dije$laskan 

pe $nggunaannya untuk me$nganalisis data yang mana. Prose $s analisis data 

me$rupakan sutu prose $s pe $ne $laahan me$ndalam. Me$nurut Le$xy J. Moloe $ng, prose $s 

analisa dapat dilakukan pada saat be$rsamaan de$ngan pe$laksanaan pe$ngumpulan 

data me$skipun pada umumnya dilakukan se $te$lah data te$rkumpul.67 

 

 

 
65 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

2005. Hlm. 85. 
66 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit. Hlm. 124. 
67 Lexy J. Moloeng. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001. 

Hlm. 103. 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Be $rdasarkan uraian dan analisis diatas maka dapat disimpulkan se$bagai be$rikut: 

1. Be $ntuk-be$ntuk tanggung jawab pe$njual te$rhadap barang yang tidak se$suai 

de $ngan pe$sanan pe $mbe$li me$nggunakan siste $m cash on de $live$ry (COD). 

Tanggung jawab dalam hukum pe$rdata dibagi me$njadi dua yaitu, risiko dan 

ke $salahan. Tanggung jawab ini me$ncakup ke$wajiban untuk me$ngirimkan 

ulang barang yang se$suai de$ngan pe$sanan atau me$mbe $rikan ganti rugi atas 

ke $rugian yang dialami ole$h pihak lain, te$rutama pe$mbe $li dalam transaksi jual 

be $li online$. Pihak pe $njual wajib me$mbe $rikan informasi yang je$las dan jujur 

me$nge $nai barang yang dijual. Me$ngirimkan produk se $suai de $ngan de $skripsi 

dan kondisi yang dijanjikan.  

Me $nangani pe$nge$mbalian barang jika te$rdapat ke$tidakse$suaian atau 

ke $rusakan. Maka pe$mbe$li me$lakukan pe$mbayaran se$suai de$ngan ke $se $pakatan. 

Saat barang tidak se$suai pe$mbe$li me$ngajukan ke$luhan jika barang yang 

dite$rima tidak se $suai de$ngan pe $sanan. Maka, pe $laku usaha be$rtanggung jawab 

atas ke$rugian yang dialami pe$mbe$li akibat ke$tidakse$suaian barang atau jasa. 

Ini te$rmasuk ke $wajiban untuk me$mbe $rikan ganti rugi jika te$rjadi wanpre$stasi. 

Jika salah satu pihak tidak me$me $nuhi ke $wajibannya de$ngan itikad baik, 

konse $kue $nsinya dapat be$rupa tuntutan hukum, baik se$cara pe$rdata maupun 

pidana, te$rgantung pada sifat pe$langgaran yang dilakukan. Siste$m COD 

diharapkan dapat me$ngurangi risiko bagi pe$mbe$li, kare$na pe$mbayaran 

dilakukan se$te$lah barang dite$rima. Namun, pe $njual te$tap be$rtanggung jawab 

atas pe$ngiriman barang yang se$suai. Jadi tanggung jawab dalam transaksi jual  



 
 

 

be $li online$ sangat be$rgantung pada ke$patuhan te$rhadap pe$rjanjian dan prinsip 

itkad baik dari ke$dua be$lah pihak. 

2. Akibat hukum apabila pe$mbe$li se $cara pihak me$mbatalkan atau me$nolak 

me$ne $rima pe$sanan dalam siste$m cash on de$live$ry (COD). Pe $rjanjian harus 

be $rsifat timbal balik, yaitu harus me$ngalihkan hak dan ke$wajiban ke$dua be$lah 

pihak. Adanya wanpre$stasi, yaitu tidak te$rlaksananya salah satu pihak dalam 

me$me $nuhi ke$wajibannya, dapat me$njadi alasan pe$mbatalan pe$rjanjian. 

Pe $rjanjian yang tidak me$me$nuhi syarat obje$ktivitas (ke$se $pakatan, ke$cakapan, 

hal te$rte$ntu, dan se$bab yang halal) dapat batal de$mi hukum.  

Te$rpe $nuhinya syarat batal pada je$nis pe $rjanjian yang be$rsyarat, se$pe $rti 

ke $hilafan (Pasal 1322 KUHPe $rdata), paksaan (Pasal 1324 KUHPe $rdata), dan 

pe $nipuan (Pasal 1338 KUHPe $rdata). Pe$mbatalan ole$h pihak ke$tiga atas dasar 

Actio Pauliana, yaitu hak kre$ditur untuk me$nuntut ke $batalan tindakan de$bitur 

yang me$rugikan kre$ditur. Pe$mbatalan pe $rjanjian dapat dilakukan jika ada 

syarat-syarat spe$sifik yang te$rpe $nuhi, se$pe $rti timbal balik, wanpre$stasi, dan 

putusan hakim. Faktor-faktor pe$nye $bab pe$mbatalan me$ncakup tidak 

te$rpe $nuhinya pe$rsyaratan obje$ktivitas, syarat batal, action pauliana, ke$hilafan, 

paksaan, dan pe$nipuan. Akibat hukum pe$mbatalan me$liputi ganti rugi, 

pe $mblokiran akun, dan pe$nye $le$saian lisan. Pe $nting bagi ke$dua be$lah pihak 

untuk me$mahami hak dan ke$wajiban me$re$ka dalam transaksi untuk 

me$nghindari masalah hukum di ke$mudian hari. 

 

5.2 Saran 

Be $rdasarkan hasil dari analis dari pe $nulis diatas te$ntang hukum pe$mbatalan 

pe $rjanjian jual be$li online$ de$ngan me$tode $ cash on de$live$ry (COD) yang tidak 

se $suai de$ngan pe $rjanjian antara pihak pihak pe $mbe$li dan pe$njual. 

1. Se $bagai pihak pe$njual untuk me$mastikan bahwa barang yang dikirimkan 

ke $pada pe$mbe$li se$suai de $ngan de$skripsi dan spe $sifikasi yang te$lah dise$pakati. 

Jika te$rjadi ke$salahan, se$pe$rti barang tidak se$suai atau cacat, pe$njual 

se $baiknya se$ge $ra me$ngambil tanggung jawab de$ngan me$nawarkan solusi, 

se $pe $rti pe$nggantian barang, pe$nge$mbalian dana (re$fund), atau kompe$nsasi 

lainnya. Se$lain itu, pe$nting untuk me$nye $diakan layanan pe$langgan yang 
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re $sponsif agar pe $mbe$li dapat me$laporkan masalah de$ngan mudah. De $ngan 

me$nunjukkan tanggung jawab ini, pe$njual dapat me$mbangun hubungan 

jangka panjang de$ngan pe$mbe$li dan me $njaga ke$pe $rcayaan dalam siste$m 

COD. 

Saran ini be$rtujuan untuk me$ndorong pe $njual agar le$bih be$rhati-hati dalam 

prose $s pe $nge$masan dan pe$ngiriman, se$kaligus me$mbe$rikan solusi yang adil 

jika te$rjadi ke$salahan. 

2. Pihak pe$mbe $li untuk dipe$rtimbangkan pe$ne $rapan siste$m pe$nalti atau blacklist 

bagi pe$mbe $li yang se$cara se$pihak me$mbatalkan atau me$nolak me$ne $rima 

pe $sanan COD tanpa alasan yang je$las. Kare $na hal ini pe$nting untuk 

me$lindungi pe$njual dari ke$rugian ope$rasional, te$rmasuk biaya pe$nge $masan, 

pe $ngiriman, dan risiko ke$rusakan barang yang dike$mbalikan. De$ngan adanya 

ke $bijakan ini, diharapkan pe$mbe$li le$bih be $rtanggung jawab te$rhadap pe$sanan 

me$re $ka dan siste$m COD dapat be$rjalan le $bih adil bagi se$mua pihak.”Pe$njual 

jika ada ke$luhan dari pe$mbe $li me$nge $nai barang yang tidak se$suai, ditanggapi 

de $ngan ce$pat dan tawarkan solusi se $pe $rti pe$nge $mbalian atau pe$nukaran 

barang.
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